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Assalamu'alaikum We Wh.

Allhamdulilfahi robbil'alamin, pug syukur
kita panjatkan kehadirat Allah SWT, hanya karena
rahmat dan ridho-Nya penyusunan Laporan Tahiunan
Direktorat lenderal Sumber Daya dan Feranghkat
Pos dan nformatika (Ditjen SOPPI) - Kementerian
Komunikasi dan Informatika tahun 2011 dapat
diselecakan.

Tahun 2011 merupakan tahun pertama bag
Ditjen SOFFI, instans yvang merapakan pemekaran
dari  Oitjen  Pos  dan  Telekomunikasi  untuk
melaksanakan tugas dan fungsinga yang lebih
fokus dalam 2 bidang, yaitu pengelolaan sumber
daya terbatas TIK terutama spektrum frebuens
radio serts standardisass perangkat TIE Ditjen
SOPFL dibentuk berdasarkan Peraturan Fresiden
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang
Eedudulan, Tugas, dan Fungsi Eementerian Megara
serla Susunan Organisas, Tugas, dan Fungsi Eselon
| Kementerian Negara.

Dalam tahun 2011 cukup banyak hal — hal
penting yang dapat dicapai oleh Ditjen SDPPI,
vaitu : penyiapan masterplan frekuensi untuk TV
digital pada pita 478 = 654 MH7, penyelesaian
hambatan penggelaran jaringan EWA hasil lelang
tahun 2009 dengan telah dikeluarkan kebijakan
Netral Teknologi dan penyelesaian Bulu Putih
Rencana Pita BWA 2300 — 2360 MHz untuk materi
lelang BWA ke = 2. Untuk layanan Sebuler dan F&A
telah diselesaikan perhitungan besaran Braya Hak
Penggunaan (BHF) Lnin Pita Spektrum Frebuens
Radio (IPSFR) tahun ke 2.

Untuk peningkatan pelayanan perizinan lre-
kuens radio telah disusun roadmap pengembangan
Sistem  Informad Manajemen Freluensi  untuk
tahun 2011 hingga 2017 dimana Ditjen SDPFI
berkomitmen akan melaksanakan pelayanan e
licensing dan e-process. Disamping pelayanan izin
frekuens radio, Ditpen SOPPLuga menyelenggarakan
sertifikasi operator radio dimana pada tahun 2011
telah  diberikan sertifikat bagi 11450 operator
radio yang terdiri darn radio amatir, radio konsesi

Kata Pengantar

dan radio maritim yang telah lubus ujian sertifikasi,
personil — personil ahli ini sudah barang tentu akan
dapat diserap ofeh industri dan memberikan nilai
tambah bagi industri tersebut. Sedanghan pada
pelayanan sertifikas perangkat telah diterbitkan
sedikitnga 5500 sertifikat perangkat TIK yang telah
memenuhi persyaratan teknis sebagai perlindungan
bagi masyarakat dan menjamin interoperabilitas
dengan jaringan telekomunikasi. Disektor pelayanan
pengujian dan sertiikasi perangkat informatika
telah bherhasil diperoleh kembali sertifilat akreditasi
standar mutu BOSIEC 17025 yvang berlaku hingga 4
tahun ke depan.

Citjen SDFPI mempunyal tugas juga sebagai
instansi pemungul Pendapatan Negara Bukan
Pajak (FNEF). Pada tahun 2011 berhasil diperoleh
penerimaan FNEF BHP Frekuens Radio sehesar
Rp. B790.907.340.224 atau 1039 % darl target
vang dibebankan oleh pemerintah pada tahun
2011 sebesar Rp. B461.222.697.673,- sedangkan
Fencapatan PNEP dari sertifilkasi sampai bulan
Cesember 66.659,774.000,- ataw 133.37% dar
target 2011 sehesar Rp. 50,000, 500,000,- . Sehingga
total penerimaan PNBP dan keduanya adalah Rp.
B.857.567.114.224 (104,1 %) dari target sehexar Rp.
B.511.223.197.673,-.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan
informasi tentang keberadaan Ditjen SOPPLdan apa
saja hal- hal penting yang telah dihasilkan sepanjang
tahun 2011, Semoga laporan ini dapat bermanfaat
dan semoga Ditpen SOPPI dapat terus meningkatkan
kiner jaiya di tahun — tahun beributnya.

Warsalamu'alaikum Wr Wh.

Jakarta, April 2012

DIREXTUR JENDERAL SUMBER DAYA
DAN PERANG | RMATIEA

DI SETLAWAN, M_Eng.
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Bab 1.

Sekilas Orektorat Jenderal Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Informatika

(SDPAY)

Direktorat lenderal Sumber Daya dan Peranghkat
Pos dan Informatika adalah unit kerja eselon 1 yang
berada di bawah dan bertanggung pwab kepada
Menteri Komunikasi dan Informatika sesuai dengan
yang tercantum dalam Peraturan Menteri Eominfo
Homor  17/PERSM.KOMINFOS 2010,  Direktorat
Jenderal SDPPL ini berfokus pada pengaturan,
pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan
perangkat pos dan informatika yang terkait dengan
penggunasn oleh internal ([pemerintahan) maspun
publik luas/masyarakat.

Secara formal tahun 2011 menjadi tahun
pertama  keberadaan  dari Direktorat  Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
{S0PPI)  sebagai  bagian  dari  Kementerian
Eomunilasi dan informatika, Sebelumnya tugas dan
!ur!!:i dari Direktorat Jenderal SOPPL i berada de
bawah Direktorat lenderal Pos dan Telekomunikass
vang dimekarkan menjadi dua Direktorat Jenderal
yaitu Divektorat  Jenderal Sumber Caya  dan

Ferangkat Pos dan Informatika dan Direktosat
lenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
Pembentukan Direktorat Jenderal SDPPI ini secara
khusus merupakan tuntutan perkembangan dan
beban kerja di bidang sumber daya dan perangkat
pos dan informatika,

Sumber daya frekuens dan perangkatnya ada-
lah bagian yang tak terpisah dari penyelenggaraan
bidang pos dan informatika. Sehingga terdapat
tuntutan khusus tentang kinerja dar Direktorat
lenderal Sumber Daya dan Feranghkat Pos dan
Informatika dalam pengelolaan dan pengaturan
pemanfaatan sumber daya dan peranghkat pos dan
informatika ini, yang terpicah dari penyelenggaraan
bidang tersebut Oleh karena itu diperlukan suatu
unit kerja yang khusus menangani pengaturan dan
p:n“l-d;ln hidmg sumber dhll dan peranghkat
pos dan informatika serta perlu adanya indikator
kinerja yang jelas atas pencapaian-pencapaian yang
telah dilakukan oleh unit kerja tersebut,




Bab 2.

Qrganisasi dan Sumber Daya Manusia

2.1, Visi dan Misi

Untuk mencapai keberhasilan dalam melak-
sanakan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
mendukung Visl dan Mis Kementerian Komunikasi
dan Informatika:

Visi

“Terwujudnys Indonesia Informatil menup
masgarakat  sejahtera  melalui pembangunan
kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah
lingkungan, dalam kerangka NERI®

Misl
Dari 5 mis Eementerian Eomunikasi dan
Informatika, misi yang diemban oleh Cirektorat
Jenderal Sumber Daya dan Ferangkat FPos dan
Informatika adalah:
= Mid 2: Mewujudkan birokrasi layanan pos,
komunikasi dan informatika yang profesional
dan memiliki integritas moral yang tinggi
=  Mis 4: Mengembangkan sistermn komunikasi
dan nformatika yang berbasis kemampuan
lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah

linghkungan

Circktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika mempunyai tugas merdmus-
kan serta melaksanakan kebijakan dan standardi-
sasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat
pos dan informatika, Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Wnformatika menyelenggarakan
Fungsi:
{1} Perumusan kebijakan di bidang sumber daya
dan peranghkat pos dan informatika;
(2} Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya
dan perangkat pos dan mbormatika;

(3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang sumber daya dan perangkat
paos dan informatika;

(4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluas di
bidang sumber daya dan perangkat pos dan
informatika; dan

{%) Felaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
Cuymber Daya dan  Perangkat Pos  dan
Informatika.

1.2, StrukturOrganisasi Direktorat lenderal Sumber
Daya dan Paranghkat Pos dan Informarika
Direktorat Jenderal SOPPL adalah unit kerja

baru setingkat eselon tatu yang berfokus pada

pengaturan, pengelolaan  dan  pengendalian
sumberdaya dan perangkat pos dan informatika.

Cganisas Direktorat lenderal Sumber Daya dan

Perangkat Pos dan informatika terdin atas:

1. Sakratariat Direktorat Jenderal;

Sekretariat Dwektorat lenderal mempunyai
wgas melaksanakan pelayanan  teknis  dan
administratif kepada seluruh satuan organisas
di lnghungan Direkvorat Jenderal Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Wnformatika. Sekretariat
lenderal terdiri dari (i) Bagian Penyusunan Program
dan Pelaporan, (i} Bagian Hukum dan Kerja Sama,
(i) Bagian Keuangan, dan {iv] Bagian Umum dan
Organisasi.

2. Dirab Penataan Sumber Daya;

Direktorat Penataan Sumber Daya mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis
dan evaluas di bidang penataan sumber daya.
Dirckiorat Penataan Sumber Daya terdin dari (i)
Subdirektorat Penataan Alokass Spekitrum Cinas



Tetapdan Bﬂsuikmrlntﬂ&ﬂ;d" -'.l'cl:ur-lt

ataan
Alokas Spektrum Mon Dinas Tetap dan Bergerak
Darat, (i} Subdirektorat Pengelodaan Orbit Satelit;
{iv] Subdirektorat Ekonomi Sumber Daya, dan v}
Subdirektorat Harmeonisasi Teknik Spekirum,

3, Direktorat Opesrasi Sumber Daya;

Girektorat Operasi Sumber Daya mempunyai
tugas melakianakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria, serta pemberian bimbingan telmis dan
evaluasi di bidang operasi sumber daya, Direktorat
Operas Sumber Daya terdiri dari (i) Subdirekeorat
Pelayanan Spekirum Dinas Tetap dan Bergerak
Darat; (ii] Subdirektorat Pelayanan Spektrum Non
Diras Tetap dan Bergerak Darat; {iiib Subdirektorat
Sertifikasi Operator  Radio; (iv] Subdirektorat
Penanganan Biaya Hak FPenggunaan Frekuenss
Radio; dan (v} Subdi-rektorat Konsultansi dan Data
Operas Sumber Daya.

4. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika;

Cirektorat Pengendalian Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan informatika mempunyai tugas
melaksanakan  perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis
dan evaluasi & hidang pengcndlﬁ.ln sumber vrh'p
dan perangkat pos dan informatika. Dwrektorat
Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos
dan Informatika ini terdiri dari (i} Subdirektorat
Pengelolaan Sistem  Monitoring  Spektrum, [}
Subdirektorat  Pengelolaan  Sistem  Informas
Mana jemen Spektrum, (i) Subdirektora tMonitoring
dan Penertiban Spektrum, dan (iv] SubdirekEorat
Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan
Informatika

5. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan

Infarmatiln;

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan
Informatika mempunyai tugas melaksanakan peru-
musan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
pemberian bimbingan teknisdan evaluasi dibidang
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ilil'lal‘:ﬂ‘j-!:ﬂ'i} perangkat pos dan  informatika.
Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan infor-
matika terdiri dari (i} Subdirektorat Teknik Pos
dan  Telekomunikasi, (i} Subdirektorat Teknik
Komunikasi Radio, (i) Subdirektorat Penerapan
Standar Pos dan Telekomunikas, (iv) Subdirektorat
Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar dan
[v} Subdircktorat Standar dan Audit Perangkat
Lunak,

6. Unit Palaksana Teknis, yaitu:

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit kerja
mandiri yang berada di bawah Direktorat Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat Fos dan Informatilea
yang secara khusus memiliki wgas dan fungs
melakukan kegiatan yang bersfat teknis [non
kebijakan). Kegiatan tersebut meliputi pelayanan
teknis  dan  pelayanan  publik, monitering  dan
penertiban dalam bidang pemanfaatan sumber
daya dan perangkat pos dan informatika. Terdapat
dua UFT i Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Peranghkat Pos dan informatika.

al. Balai Besar Pengujian Perangkat Teleko-
munikasi,

Balai Besar Pengujian Perangkat Teleko-
munikasi adalah Unit Pelaksana Teknis yang
memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan
pengujanalat/perangkattelekomunikasiantara
laim: [a) Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis
Radio, ([b)] Alat/Perangkat Telekomunikasi
Berbasis  Mon  Radio, [c] Electromagmetic
Compatibility Alat/Perangkat Telekomunikas,
(d] Pefayanan Kalibrasi Perangkat Tele-
komunikasi, dan (d} Fasa Penyewaan Alat
Crganisasi dan Tata Kerja Balai Besar Fengugian
Perangkat Telekomunikasi mengacu  pada
Peraturan Menteri Komunikasi dan infermatika
No Z0/PERSM.EDMINFOSSS 2007 tanggal 20
April 2007, Untuk menjamin mutu pengufian
dan kompetens laboratorium yang lebih baik,
Ealai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
telah menerapkan Sistemn Manajemen Mutu
yang mengacu pada 190-17025 : 2005 dan telah
memperoleh akreditad dari Komite Akreditas
Hasional (KAN] LE-112-10M sefak tahun 2001,
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b). UPT Monitoring Spektrum Frakuens
Unit Pelaksana Teknis [UFT) Monitor
Spektrum Freluensi Radio mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan dan pengendalian
dibidang pengpunaan  spektrum  frekuensd
radio yang meliputi kegiatan pengamatan,
deteksi  sumber  pancaran,  monitoning,
penertiban, evaluas dan pengujian ilmiah,

pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi
radio, penyusunan rencana dan  program,
penyediaan  suku  cadang, pemeliharaan
dan perbaikan peranghat, serta  urusan
ketatausahaan dan kerumahtanggaan, Tugass
dan Tfungs ini dilakukan melalui Balai, Pos dan
Loka Monitoring spektrum  frebuensi yang
tersehar di 35 daerah di seluruh Indonesia.
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Gambar 2.1
Susunan Struktur Organisasi Ditjen SOPPI

2.5, Sumber Daya Manusia

Untuk mendulung pelaksanaan tugas dan
fengsinya, Direktorat lenderal Sumber Daya dan
Perangkat Fos dan informatika didubung dengan
stal pegawal yang berumlah 1382 orang pada
berbagai jabatan dan posisi, Sumber Daya manusia
pegawai di Direktorat Jenderal SDPPLn juga berasal
dari berbagai jenjang pendidikan sesuai dengan
kebutuhan yang ada di setiap unit kerfa yang ada.,

2.3.1. Komposisi Pegawal Berdasarkan Unit Kerja

Sampai dengan awal bulan 31 Desember
£011, jumlah pegawai yang berada di bawah
Direktorat Jenderal SOPPI berjumiah 1383 orang.
Jumilah tersebut tersebar di beberapa unit kerja
di Dwektorat lenderal SDFFI maupun  pegawai

vang diperbantukan atau dipekerjakan di wnit
kerps lain di Internal Kementerian Komuntkas dan
Informatika maupun i instansi lain. Beberapa
pegawai dipekerjalan di Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Kewangan [PPATE).

Froporsi terbesar pegawai di Direktorat ben-
deral SOPPI adalah di Unit Pelaksana Teknis (LFT)
Manitoring Spektrum Frekuens vaitu sebanyak 852
orang atau sekitar 52% yang tersebar di 3% balaif
loka/pos monitoring frekuensi. Ciluar UPT, jmiah
pegawai Direktorat Jenderal SDPFI yang paling
banyak adalah di Sekretariat Direktorat Jenderal
yaitu sebanyak 165 orang (12%). Sedangkan umlah
pegawai di Dircktorat sebanyak 258 orang yang
terbagi ke dalam empat Direktorat.
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Dit. Operast Sumberdaya;
Sumberdaya;

Sumber: Buky Dota Statisnik 2051
*} Termauuk yang dipekesjokan di Kelembagaan Internional Setjern Kominfa

Gambar 2.2,
Komposisi lJumlah Pegawai Direktorat lenderal SOPPI

2.3.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Eomposisi pegawai berdasarkan tingkat pen-
didikan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan

sekitar pegawai sehanyak 1383 arang, pegawai yang
berpendidikan 51 dan SLTA sebesar masing-masng
A7 8% dan 32, 8%. Sebagaimana yang diperlihatkan

sarjana [S1) dan Sekolah Lanjutan Tingkst Atas  obeh gambar 2.3 dibawah ini.
|50LTA} merupakan pmiah pegawai paling besar. Dari
SMP 3,2% 5D: 2.6% Boktar; 0,2%

Sumber dota; Buku Dote Stotistik Digien SOPP 2011

Gambar 2.3,
Komposisl Jumlah Pegawal Direktorat Jenderal 5DPP Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011
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ing-masing unit
kerja menunjukkan jumlah pegawai berpendidikan
sarjana dan magister paling sedikit terdapat di dua
WFT yang ada yaitu UFT Balai Monitoring Frekuensi
dan UPT Balai Fengujian Perangkat Telekomunikas,
Fropors  pegawail  berpendidikan  Sarjana  baru

Komposis kepegawaian di

mencapai  32,8% dan hanya 51% pegawai
berpendidikan 52/53 dari tofal pegawai di Ealai
Monitoering Frekuensi yang cukup besar, Sementara
di UFT Balai Pengujan Peranghkal proporsd pegawai
berpendidikan sarjana jugs baru mencapai 35.2%
dan pegawai berpendidikan 52/53 baru mencapai
13%. Pada saal yang sama propors pegawai
berpendidikan sarjana di Direktorat di Ditjen SOPPI
mencapai lebih dari 45% kecuali di Direktorat
Operas Sumber Daya yang mencapai 3%
Pada Direktorat Standardisasi, propors pegawai
berpendidikan sarjana sudah mencapai 64.1%,
sementara di Direktorat Penataan Sumberdaya,
pegawai berpendidikan 52/53 mencapai 25% dari
total pegawan.

as
L

omp ?'mm1 Berdasarkan Jabatan

Struktural

Komposisi struktural pegawai di Direktorat
lenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatiks menunjukkan terdapat 773 pejabat
eselon dari eselon | sampai eselon IV di Englup
Direktorat lenderal SDPPL Sesuai dengan umlah
pegawai dan wunit kerja di dalamnya, jumlah
pejabat eselon paling banyak terdapat di UFT Balai
Monitoring dengan 93 pejabat eselon. Meskipun
tidak terdapat pejabat eselon | maupun 11 di UPT
vang tersebar di 35 lokasi ini, namun terdapat 36
pejabat eselon 1l dan 57 pejabat eselon IV yang
tersebar di seluruh UFT. Komposisl pejabat eselon
di masing-masing direktorat dan unit kerja di
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika menunjukkan komposisi yang
proporsional dan seimbang antar unit kerja seperti
ditunjukkan pada gambar 2.5 Komposisi antars
eselon 2, eselon 3 dan eselon 4 difuar UPT hampir
seimbang pada semua unit kerja,

|
120 7
100% <
ED% o
6% A
4 1
0% 4
[ 0%
Sebdijen | DR, o, b, o, | WPTDalal | UPT Bl
Penatian | Oparasi | Pengenda) Standand uji Blondcain
tumberda| Sumbserds | Ko S0P asiibpg )
iyl (L]
iV e o, 4T =% LN 500% 00,7
=i 227 19.8% B A% 5, 0.0% 39,1%
i 5, i 5% 594 i T 1ot L5
mi 5.8% LY 0.0% 0.0% L8 -1 [-FH
|

Swmber doto: Gostk Dirjen SDPPI 201 1

Gambar 2.4.
Komposisi Esalon di Direktorat Jenderal SDPPI menurut unit kerja



2.3.4. Kompoaisi Pagawal Berda
Perjenjangan

Pendidikan penjenjangan adalah suatu proses
atau kegiatan pembelajaran bagi Pegawai Megeri
Shpdl { PNS) di lingkungan Direktorat lenderal Sumber
Daya dan Perangkat Fos dan Informatiks yang sangat
terkait dengan pembinaan karir PNS dalam jabatan
struktural. 'Scblrrr-l: Fa2 p:g:w.i di Cerekiorat
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enderal  SDPFl telah mengikuti  pendidikan
penjenjangan pada berbagai level seperti SPATI,
SPAMEN, SPAMA dan ADUM. Jumlah tersebutberart
telah mencapai 21% dari total pegawai di Cirektorat
lenderal SCPPL Froporsi pegawai yang paling
banyak telah mengikuti pendidikan penjenjangan
adalah Direktorat Standarisasi Peranglkat 34,4% dan
Cirektorat Penataan Sumberdaya sebesar 30,4%.

S0P
)
40 34,4%
3o ¢ 215% 6%
ITI%
20
10%
%
Gambar 2.5,
Proporsi pegawai yang sudah mengikuti pendidikan penjenjangan
di masing-rmasing unit kerja.
2.3.5. Pegawai  UPT  Monitoring  Spektrum vang tidak terlalu besar dengan dmamika sosal
Frakuensi ekonomi serta tingkat kemajuan daerah yang tidak

Khusus untuk pegawal di UFT Monitoring
Spektrum  hekuensi, distribus  jumlah  pegawai
menurut UPTyang tersebar di 25 lokas menunpukkan
adanya variasi jumlah pegawal antar UPT. Varfasi ind
semiai dengan kelas dari UPT Monitoring Spektrum
Frekuens di masing-masing daerah, Pada beberapa
UFT di daerah dengan tngkat penggunaan frekuenss

terlalu tinggi, jumlah pegawai di UPT tersebut pga
cenderung tidak besar. UPT Bangka Belitung, UPT
Kendari, UFT layapura, UFT Gorontalo, UPT Ternate,
UFT Palangkaraya dan UPT Banjarmasin memiliki
pimlah pegawai yang sedildt (kurang dari 30 orang).
Hal ini terkait dengan beban monitoring frekuens
vang relatif lebih sedikit dibanding UFT labnnya.
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Gambar 2.6.
Pegawai UPT Monitoring Frekuensi menurut lokasi UPT

2.1.6. Panyidik Pegawal Negeri Sipll [PPNS)
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat
Fos dan informatika yang memiliki tugas dan fungsi
untuk melakukan pengawasan dan  penertiban
terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yang dilakukan di
wilayah hukum Indonesia jugs memiliki pegawai
yang berstatus Penyidik Pegavwai Negeri Sipil PPNS),

Keberadaan PPNS ini terutama terdapat di UPT
monitoring spekirum frekuens yang memiliki lugas
melakukan monitoring dan penertiban frekuenst di
wilayah kerjanya. Pada tahun 2011 terdapar 238
FPNS di Direktorat Jenderal SOPPI dari total 1341
pegavwal yang dipekerjakan atau mencapai 17,7%.
Jumlah terbesar PPNS terdapan di UFT Monitoring
Spektrum Frekuens yang bermlah 206 orang atau
B6,6% dari total PPNS yang ada,



Tabal 2.1, Juml;

Ne Unit Karja
1 Sekretarial Direktorat benderal
it Penataan Sumberdaya
it Operas Sumberdaya
it Pengendalian SDPPI

- o R

5 [t Standarisasi PP

&  UPTBalal Uf

7 UFT Monitoring Spekirum Frekuens
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. CITRER SDPFI
ain UPT Balai Maonitering
PPNS  Total Pagawal

a 165

2 =

5 78

2 &1

(%]

5 54

206 274

Sumber: Data Statistik Dirjen SOFPPI Tahun 2011

Ferbandingan antara PPNS dengan  jumlah
pegawai yang paling besar terdapat di UPT
Monitoring  Spektrum  Frehuensi yang mencapai
23,9%. Propord yang juga cukup besar juga terdapat
di Direktorat Standardisasi yaitu sebesar 14,1%

Sementara di unit kerja lain terutama di Cirektorat
Pengendalian  SOPPI dan  Direktorat  Penatan
Sumber Daya, proporsi hanya kurang dari 5% Hal
ini terutama disebabkan di dua unit kerja tersebut
tidak terfalu banyak dibuwiuhkan PPNS

LiPT Monfrek

LIPT Rualad LI

Div. Standarisasi PP

Dit. Pengendalian S0FPI

6L Opesasd Sumberfayga

Uit Penataan Sumberdaya
Sekretariat Mrektorat lenderal

5% 10% 15%

0%

Sumber dato: Doto Statisdk Qirfen S0PPT Tohun 2011

Gambar 2.7,
Proporsl PPNS terhadap Pegawal di unkt kerja di Ditjen SOPPI




Bab 3.
Kebijakan dan Regulasi

Sumber Daya Fos dan  Perangkat dan
Informatika khususnya sumber daya frebuend
mefupakan sumber daya yang banyak dibuturhkan
untuk pemanfaatan dalam bidang telekomumnikasi
dan teknologs mnformas, FErluﬁnln.rlEln 'I!l:lsnulpgi di
bidang telekomunikas dan inlormatika vang eukup
pesat menjadikan sumber daya dan perangkat
informatika ini menjadi semakin dibutuhkan dan
intendtas penggunaannya cukup tnggs. Penggunaan
frekuensi digunakan hampir pada semua bidang
seperti  telekomunikasi, penyiaran, kebutuhan
pendulkung  industri, pelayaran, pertahanaan,
transportad udara atau laut. Penggunaan frekuend
uniuk  felekomunikasi  dan  komunikasi  data
paling cepat perkembangannya terutama untuk
telekomunikas nirkabel dan intermel,
penggunaanya vang semakin meluas oleh seluruh
lapisan masyarakat. Pasar pengguna telekomunikasi
seluler dan internet yang besar pada semua kelas
masyarakat menyebablkan minat industri (operator
seluler dan layanan koneks internet] terhadap
penggunaan frekuenss juga menjadi tinggl. Hal ini
juga berimplikasi pada nilai ekomomi dari frebuens
yang juga semakin tinggi

Dari perkembangan ini, pemanfaatan sumber
daya informatika khususya frekuensi ini perlu
dilakukan pengaturan dan dibuatkan kebijakan
yang tepat agar dapat memberikan kemanfaatan
yang lebikh besar bagi semua pihak. Kebijakan
pengaturan terhadap penataan freluens dilabukan
agar pemanfaatannya menjadi lebih baik, tidak
tumpang tindih sehingga menghasilkan kualitas
penggunaan vang lebih baik. Penataan ini juga

karena

untuk  mengoptimalkan  nilai  ekonomi  dari
sumberdaya lrekuensd yvang semakin Ynggi untub
kepentingan pengembangan sektor telekomunikasi
di Indonesia,
3.1. Kebijakan Broadband Wireless
|Bwa)

Fita Frekuens 2.2 GHz Untuk Eeperluan Layanan
Pita Lebar Nirkabel [Wireless Broadband). Wireles
Broadband Access atau akses pita lebar nirkabel
merupakan teknologi aksesyang dapatmenawarkan
akses  datafinternel  berkecepatan tinggi  dan
berkemampuanmenyediakanlayanan tanpa kendala
waktu dan tempat dengan menggunakan media
nitkabel. Sepmlah layanan yang dapat disediakan
oleh penyelenggaraan wireleds brogdband antara
lain akses internet pita lebar (broadband intemet),
Vaolf, Multimedia, layanan on demand [(VOD, AVOD,
dan sebagainya), vang dapat diakses menggunakan
1 (satu) perangkat terminal yang sama.

Penerapan  teknologi  Broodbamd  Wireless
Access (EWA] di Indonesia merupakan momentum
yvang menyita perhatian banyvak pihak, karena ini
meripakan salah satu bentuk lempatan teknologi
dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi
(T}, yang I’.i'[lﬂl'ﬁ'lhﬂ merupakan zalah zame
contoh awal dalam konsekuens perkembangan
teknologi berupa konvergensi antara akses janingan
komputer dengan akses jaringan telekomunikasi.
Meskipun belum seutubnya dapat menjadi model
konvergensd yang membawa tlonggak baru dunia
TIE, namun pengaruhnya cukup besar karena me-
rupakan momentum yang membawa angin segar

Boceis



bagi bisnis secara umum di selur
sudut pandang luas, maupun bagi tumbuhbnya
kesempatan industri dalam negeri Indonesia untuk
turut berkiprah meramaikannya,

Upaya memberikan perhatian yvang lebih
serius  telah  dimulai  dengan  dicanangkannya
konsep kebijakan penerapan BWA, diantaranya
melalui vpaya untuk melctakkan fondasi hulum
melalui  perggaratan tingkat kandungan dalam
negeri terhadap perangkat yvang akan digunakan di
Indonesia.

Tujuan dari kebijakan pemerintah dalam
penataan spektrum frekuensi radio layanan akses
pita lebar bierbasis nirkabel ini antara lain adalah:

=  Menata penggunaan spektrum frekuensi radia
menjadi bebih efisien dan optimal,

= Menambah alternatif dalam upaya mengejar
ketertinggalan teledensitas ICT dan penyebaran
layanan secara merata ke seluruh wilayah
indonewa dalam jangka waktu yang tidak
terlalu lama.

=  Mendorong ketersediaan tarif akses internet
yang terjangkau (murah) di Indonesia

= Mendorong  wmbuhnya usaha
bagi masyarakat dan potensi lapangan kerja
diberbagai unit usaha (multiple effect),

= Membuka peluang bangkitnya  industri
manufaktur, aplikasi dan konten dalam negeri,

peluang

= Menciptakan kompetisi pelayanan telekomu-
nikas yang dapat mendorong penyelenggaraan
telekomunikasi secara lebik efisien.

Kebijakan disusun sebagai upaya menyikapi
permasalahan  mendasar  yang mengakibatkan
tertundanya penetrasi akses internet broadband
di  Indonesia, yaitu : terbatasnya  infrastruktur
telekomunikasi, demand dani pengguna broadbaond,
ketergantungan content broadband dari luar negeri,
serta ketersediaan perangkat komputer murah.

Fada tahun 2011 terdapat 2 materi tentang
perencanaan  sumber daya spektrum  untuk
implementas Bropdband Wireless Access [BWA)
yvang telah berhasil diselesaikan sebagai berikut:
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i
l'l‘fln'uwunln dan Implemantasi Kabijakan

Metral Teknologi BWA 2,3 GHz

Setelah selama lebih dari 2 [dua] tabhun
terhambatnya penyelenggaraan [alp.'lnan pita lebar
nickabel [wireless broadband) pita frekoens 2.3
GHz hasil seleksi tahun 2009 yang lalu, Pemerintah
memberikan keleluasaan bagi pemenang seleks
untuk mcngg,url;lun 'belmudngi wirefess broodband
lainnya dengan ketentuan teknis disamping yang
dipersparatkan dalam Dokumen Seleksi [solusi
kebijakan ini dikenal sebagai implemaentasi netral
teknologi BWA 2.3 GHz),

Mengingat balwwa penggunaan  dan
pemanfaatan  spektrum  frekuensi radio  harnos
mengutamakan aspek efisiens, kesesuaian dengan
peruntukannya, dan manfaat bagi masyarakat, maka
netral teknologl [(technology-nevtral] dimaksud

tetap harus berpedoman:

a. Hanya untuk keperluan layanan pita lebar
nirkabel (wireless broadbond) sesuai dengan
jenis  inn penyelenggaraan  yang  telah
ditetapkan  [untuk pemenang seleksd 2.3
GHz tahun 2009 telah ditetapkan jenis izin
panyalenggaraan telehomunikasl berupa izin
penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis
packet switched).

. Mode penggunaan frebuensi adalabh  Time-
Divisien Duplex (TDD),

Femerintah telah melakukan keordinasi dengan
instansi  Pemerintah  terkait  perihal  persapan
kebijskan ini, dimana salah satu rekomendasi
vang diperoleh adalah perlunya kedua belah pihak
[Pemerintah dan masing-masing pemenang seleks)
menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan teknis
dan pembiayasn. Dalam tahapan implementasinga,
netral teknologi bersifat pilihan (bukan paksaan)
sehingga Pemerintah perlu melakukan konfirmasi
kepada masing-masing pemenang seleksi yang
telah memiliki izin prinsp penyelenggaraan perihal
pilihan penggunaan teknologi:

1) Opsi 1, yaitu tetap menggunakan teknologi
dengan ketenfuan teknis sesuai dengan yang
diperwyaratkan dalam Dokumen seleks, atau;

2} Opsi 2, yaitu dapat menggunakan teknologi
wireless broodband lainmya dengan kétentuan




BAB 3
ELOUATAN DAY REGLMAS

teknis disamping yang dipersyarathan
Dokumen Seleksi

Konfirmasi aspek teknis kepada masing-masing
pemenang seleksi ini penting untuk dilakukan
karena terkait dengan aspek pembiayaan dimana
periu dilakukan penyessaian nilai BHP IPSFR bagi
yang memilih I:lpﬁ i

Uniuk
alan

mendukung  kebijakan  sebagai
keluar atas permasalahan  terhambatnya
implementasi penyelenggaraan layanan pita lebar
nirkabel [wieless Broadband) pita frekuens 2.3
GHz hasil seleksi tahun 2009 yang laly maka telah
ditetapkan  peraturan-peraluran yang prosesnya
telah  melalui  tahapan konsultas publik  atas
rancangan peraturan-peraturan tersebut, sebagai
e rikuit:

L. Peraturan Menteri Komunikas dan Informarika
Homaor t 19/PER/M. KD MINFO/08/ 2011
tentang Penggunoan Pita Frekvensi  Rodio
2.3GHr Untuk Keperfuon Layanan Pita Lebar
Wirkabel {Wireless Broodband] Berbasis Netral
Teknologi, pada tanggal 14 September 2011,

2. Keputusan Menter Komunikas dan Infermatika
Momor @ 43S KERIMKOMINFCY 0972011
tentang Perubohan Keduo Ates Keputusan
Meanters Komundkasi Dan fnfamaﬁka Mornor
¢ 2VKER/M.EOMINFO/OR/ 2009  Tentang
Penetopan Blok Pita  Frekwensi Radio  Dan
Mekanisme Pembayoran Biaya HokPenggunaan
Spektrum Frekuensi Radie Kepada Pemenang
Seleksi Penpelenggaraan laringan Tetep Lokal
Berbosis Pocket Switched Yang Menggunakan
Pita Frekuensi Rodia 2.3 GHr Untuk Reperfuan
Layanan Pia  Lebar  Nickabel  (Wireless
Broadband], pada tanggal 14 September 2011;

3. Peratwran Direkwr Jenderal Sumber Daya
dan Peranghkat Pos dan Informatika Momor :
213/DIRUENS2011 tentang Persyorotan Teknis
Alar Dan Perangkat Telekomunikasi Subscriber
Station Untuk Keperfuan Layanan Pita Lebar
Nirkabel (Wireless Broaodband)] Berbasis Netral
Teknologi Pado Pita Frekuensi Rodio 2.3 GHz,
pada tanggal 36 Cktober 2011;

4. Peraturan Ciektur Jenderal Sumber Dayva dan
Peranghkat Pos dan Informatika Nomor @ 214/

f201 tentang Persyaratan Teknis Alat
Dan Perangkat Telekomunikosl Base Stotion
Dan Antena  Untuk Keperluan Loyanan Pia
Lebar Nirkabel (Wireless Broodbond) Berbasis
Netral Teknologi Pada Pite Frekuensi Radio 2.3
GHz, pada tanggal 26 Oktober 2011;

Adapun tahapan selanjutnya dalam ranghka
mendulkung  implementasi  penggumaan  netral
teknologi dalam penyelenggaraan jaringan tetap
lokal berbasis pocket switched yang menggunakan
pita frebuens radio 2360-2350 MHz antaralain:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Direktur
lenderal terkait koordinasi antar penyelenggara
dan mitigasi gangguan yang merugikan {harmjful
interference):

2, Pelaksanaan proses sertifikas alat/perangkat
dan penerbitan sertifikatalat/perangkat:

i, Pelaksanaan proses Uji Laik Operasi (ULO):

Dengan telah ditetapkannya keempat peratu-
ran tersebut, maka vendor peranghkat BWA dapat
melakukan proses sertifikas alat/perangkat yang
telah memenuhi ketentuan Tingkat  Kandungan
Dalam Meger [TKDON) untuk teknologi layanan pita
lebar nirkabel {wireless broadband) lainnya dengan
ketentuan teknis disamping yang dipersyaratkan
dalam Dokumen Seleksi (Peraturan Menteri
Komunikasd dan nformatika Momer = 22/PER/
M.EDMINFO/04/2009) dengan mengacu  pada
persyaratan teknis alat/perangkat dalam  kedua
Perdirjen yang telah ditetapkan tersebut di atas.

Implementasi netral teknologi i merupakan
salah satu  kebijakan  strategis yang diyakini
dapal mempercepat pencapaian tujean seleks
penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbaus
pocket switched yang menggunakan pita frekuensi
radio 2.3 GHz untuk layanan pita lebar nirkabel
{wl’n:]'c:: b.mndbnnd} taliun 2000 demana tertuang
dalarm Dokumen Seleks yaitu:

1. Memperbesar  kesempatan  penyelenggara
telekomunikas  berpartisipasi  dalam  pe-
nyelenggaraan laganan pita lebar nirkabel
[wireless broodivand) ;

2. Memperkenalkan  alternatif
kepada konsumen;
3. Membuka lapangan kedja baru;

layanan bam



4. Memajukan industri mkii'wﬁuﬁﬁﬂ nasona
dalam bidang manulaktusr maspun  dalam
bidang pendukung; dan

5  Meningkatkan dan fihara persaing
pasar sektor telekomunikasi,

Femyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis
packet switched yang menggunakan pita frekuenss
radio 2.3 GHr untuk layanan pita lebar nirkabel
(wireless broodband) dan implementasi netral
telmolog di pita freluensi 2.3 GHz mernspakan salah
satu tindak lanjut dari amanat Undang-Undang No.
17 Tahun 2007 tentang Rencane Pembangunan
Jangke Ponjfong Nastonal Tohwn 2005 - 2025 dan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Momor S
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan fangka
Menengah Nosional Tahwn 2010-2014.

|2] Penyusunan Rencana Kebijaken pita frekuvensi
radio untuk keperluan layanan nirkabel pita
labar pita frakuensi 2.3 GHz tahap ke-2 pada
rentang frekuensi 2300-2360MHz |Persiapan
SeleksifLelang BWA tahun 2012).
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merintah berencana melakukan seleksi izin
pita spektrun frekuensi radio 2.3 GH: tahap ke-2
vang mana berada pada rentang frebuensi 3300-
2360 MHz pada tahun Z012, Telah diselesaikan
whitepaper BWA 2.3 GHz pada tahun 2011 untuk
dikonsultasi publikkan sehingga memberikan infor-
mas dan mendapatkan masukan dari masyarakat
verkait Rencana kebijakan BWA 2,3 GHz khususnya
pada rentang pita frekypensi 2300-2360 MHz

Penyelenggaraan spektrum frekuensi BWA 2.3
GHz berdasarkan hasil proses lelang yang dilakukan
menunjklkan proporsi terbesar dipegang oleh FT.
Berca Hardayas Perkasa (Berca HFL. PT. Berca HP
mengeloda sekitar 56% spektrum frekuensi BWa 2,3
GHzyang tersebar di  zona pengelolaan, Sementara
PT Telekomunikas ndonesia hanya mengelola
sekitar 20% spektrum frekuens BWA 2,3 GHz yang
dilelang yang tersebar di 5 zona. Dua operator
penyelenggara masing-masing hanya mengelola
sekitar 2% alokag spektrum spektrum BWA 2,3 GHz
dan dua operator lainnya hanya mengelols masing-
masing 4% dari total alokasi spektrum BAWA 2,3 GHz
yang dilelang.

Tabel 3.1. Pengelolasn spektrum frekuensi BWA 2,3 GH: menurvt penyelenggara

FT First Media Thk
2 PL Berca Hardayaperkasa
3 PT Indosat Mega Media

4 PT Telekomunikasi indonesia Thk

PL Rahajpsa Media Internet a.n Konsossiom

Wimax Indonesia

A PT lasnita Telekomindo

Sebaran  penyelenggaraan spektrum  BWA
24,3 GHz mensret rona menunjikkan FT Berca
HF menjadi penyelenggara  terbanyak  dengan
menjadi penyelenggara di ® rona yang seluruhnya
di luar Jawia. FT. Telekomunikasi indonesia menjadi

14 ey
1 15
5 75
2 a0
1 15

penyelenggara di 5 rona vang tersebar di lawa,
Sulawesi dan Papua. Sementara PT. First Media Thk
menjadi penyelenggara di dua rona dan Sumatera
dan di kawasan pusat kegiatan bisnis di lawa.
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Lona 1 Sumatera Bagian Utara
Zona 2 Sumatera Bagian Tengah
Zona 3 Sumatera Bagian Selatan
Zona 4 Banten dan labodetabek
Zona 5 Jawa Barat minus Botabek
Zona & Jawa Bagian Tengah
Zona 7 Jawa Bagian Timur

fona B Bali dan Nusa Tenggara
Tona 9§ Fapua

Zoma 10 Maluku & Maluku Utara
Zona11  Sulawesi bagian Selatan
Zona 12 Sulawes bagian Utara
Zona 13 Kalimantan bagian Barat
fona 14 Kalimantan bagian Timur
Zona 15 Kepulasan Riau

PT1 PT2
PT2 PT2
PT2 PT2
PT1 .
. PT3
PT 4 .
. PTa
PT2 PT2
PT4 PTS
PT4 PTS
PT2 P2
PT 4 PTE
PT2 P2
PT2 PT2
PT2 .

FT1 = First Media Thk, FTZ = Berca Hardayaperkasa, FT2 = Indosat Mega Media
PT4 = Telekomunikas Indenesia Thk, PTS = Konsersium Wimax Indonesia PTG = Jasnita Telekomindo

3.2, Kebijakan TV Digital

™ di"lhl terestrial adalab p¢n'|rilrl|1. televia
terestrial yang menggunakan format  digital
(Terestrial = penggunaan frekuensi radio di
permukaan bumi). Saat ini, format yang digunakan
mauh analog. Penyiaran analog tidak menghaglkan
kualitas gambar dan suara yangmemadal di pesawat
Fenyiaran  digital kualitas
penerimaan unyal gambar dan sara di televia
agar seswai dengan sinyal asalnya. Sinyal digital bisa
diterima tanpa perlu mengganti televis, dengan
bantuan ser-top-box (semacam decoder),

televisi. membantu

International Telecommunioefon Unien (ITU)
telah menetapkan tanggal 17 Juni 2015 merupakan
batas waktu untuk migrad penyiaran analog ke
digital. Eetika dunia bersama-sama beralsh ke digital,
maka teknologi analog akan menjadi usang dan
mahal pengoperasiannya. Penggumaan frebuens
penyiaran analog pun tidak akan mendapatkan
proteksi internasional. Digitalisasd berdampak pada
efisiensi pita frekuens radio sebagai sumber daya
terbatas

Pemenntah merencanakan p:n'm‘.'e :r'\.rm.nl'l:ns!,
vaitu periode transisi  dimana  siaran  analog
dan siaran  digital akan disiarkan bersamaan.
Mengingat indonesia sangat luas, waktn mulai
dan berakhimmya periode ini akan berbeda-beda
setiap lokasinga. Secara keseluruhan, periode ini
akan mulai tahun 2012 dan berakhir tahun 2018
Mulai tahun 2018, siaran analog akan dimatikan
(analog swirch-aff). Secara bertahap setiap lokas
akan bersieran TV digital. Tahun 2012 ini diawali
di Jawa dan Kepulauan Riau. Proses hertahap
sangal penting untuk menyeimbangkan peredaran
ser-fop-box  dan  besarnya  investasi  lembaga
penyiaran. Pertimbangan Kep. Fau didahulukan
karena dalam beberapa tahun terakhir penggunaan
frekuens radio penyiaran dilokasi ini menyebabkan
interferensd dan perselisihan dengan Malaysia dan
Singapura. Migrasi ke digital akan menyelesaikan
perselisihan ini,

0i era analog, penyediaan infrastruktur dan
program  siaran  dilabukan oleh satu Lembaga
penyiaran untuk menyiarkan 1 program siaran.



Di era digital dengan trknologi trrﬁﬁ -Td,
penyediaan infrastruktur oleh 1 lembaga penyiaran
bisa menyalurkan sampai dengan 12 program
sigran, Dengan demikian, di era digital Lembaga
Fenyiaran Penyelenggara Frogram Siaran {LP35)
dalam  menyalurkan  program  siarannya  tdak
perlu membangun/memilili infrastruktur sendis,
namun bisa menyewa dari Lembaga Penyiaran
Penyelenggara Penyiaran  Multipleksing | LPIM)
sebagal penyedia infrastruktur,

Dalam rencana implementasi TV Digital di
Indonesia, Ditjen SOFPI bertugas untuk menyiapkan
Rancangan Peraturan Menteri tentang Masterplan
Tv Digital. Telah ditandatangani oleh Menteri
Eomunikasi dan Informatika Peraturan Menteri
Komunikas dan Informatika Bomor 2% Tahun 2011
tentang Rencana Induk (Mosterplon] Frekuensi
Radio Untuk Keperfuon Telewisi Sigran  Digital
Terestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 = 694 MHz,
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatiks ini
antara lan mengatur mengenas:

a) Penggunaan  pita  Irekuend  radio  untuk
keperluan televish siaran digital terrestrial pada
pita frebuensi 478 - 654 MHz

b} Pemetaan kanal frekuens.

knik Single Freqg

) Penerapan
[SF).
Pemerintah menetapkan setiap wilayah ter-

dapat & LF2M yaitu LPP TVRI dan 5 dari Lembaga

Penvyiaran Swasta (UPS). Jumidah ini paling optimal

sewai kondisi penyiaran di era analog memper-

timbangkan aspek teknologi, aspek ekonomis dan
keterbatasan frekuens radio.

¥ Network

3.3, Kebijakan Tranking

Tingkat optimalisasi dan elisiensi penggunaan
freluens untuk komunikasi radio trunking masih
rendah, Hal ini ditandai dengan rendahnya
prosentase penggunaan kanal untuk keperiuan
komunikas radio trunking dibandingkan dengan
jumlah kanal yang tersedia.

Ualam rangka meningkatkan efisiensi dan opti-
mafisas alokasi spektrum frekuens radio secara
keseluruhan dan menata ulang alokasl spektrum
frekuensi radio  uniuk layanan komunikasi radio
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trunking menjadi lebih efisien dan optimal, maka
Ditjen SDPPI sedang menyusun whitepaper tentang
penggunaan frekuens untuk komunikasi radio
trunking pada pita 300 dan 400 MHz Maksud
dan tupen dari penataan pita frebuensi untuk
penggunaan radio trunking adalah :

1. Meningkatkan efisiensi dan optimalisasi alokasi
spektrum frebuensi radio secara beselurvhan,

7. Menata ulang alokas spektrum  Irekuens
radio untuk layanan komunikas radio trunking
menjadi lebih efisien dan optimal, antara lain
dengan cara mengakomodasi teknologi frun-
king digital dan dengan tidak mengalokas-
kan kanal yang bersebelahan kepada satu
penyelenggara di lokasi yang sama.

I, Hmrlnrnng peralifan sistem ttﬁndngi analog
menuju sistem teknologl digital yang lebih
efisien,

4, Menetapkan tatanan/pola penctapan kanal
frekuensi radio untuk keperloan komunikas
radio rrunking yang dapat mengikuti perkem-
bangan kebutuhan masyarakatdalam konteks
ehisiens dan optimalizas frebuens radio,

5 Menyusun dokumen kebijakan dan panduan
teknis penggunaan frekuens radio trunking di
Indonesia,

6, Mengangkat kembalipeluang penyelenggaraan
jaringan bergerak trunking di ndonesta dan
mendorong tumbuhnya peluang usaha layanan
kamunikas radio trenking bagi masyarakat dan
potensi lapangan l::q'l diberbagai unit wsaha
[multple efect).

. Menciptakan kompetis pelayanan telekomu-
nikasi yang dapat mendorong penyelengga-
raan telekomunikasi secara lebih etisen dan
optimal.

Dokumen white poper yang telah disusun
oleh Dwrektorat Jenderal SDPPL terdini dari hal-hal
sehagai berikur

1. Komunikasi radio trunking digolongkan dalam
landmobile communication pada kategori
laysran bargerak [mebile service).
Berdasarkan analiss 'I.:rhldap dotabase SIMF

tersebul, ditemukenali bahwa pita 2B0-930 MHz

tidak digunakan oleh penyebenggara radio trunking
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saja melainkan juga oleh penyelenggara la
trunking), antara lain penyelenggara telekomunika s
khusus (telsus) uniuk komunikasi radio konsesif
konvensional, kemunikasi radie poeint-to-paint (PF),
taxi, HT, dan lain-lain.

2, Alokasi pita frekuensi 380 MHz - 430 MHz
Pada Tabe! Alokasi Sp-IH:mm Frekuensi Radio
Indonesia:

Berdasarkan Lampiran Peraturan  Menteri
Eomunikasi dan mformatika Nemor @ 29/PERS
M. EORINFO/O7/2009 tentang Tabel Alokasi Spek-
trum Frekuensd Radio Indonesia, dan Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor @ 25/
PER/MLEDMINFO 122010 tentang  Ferubahan
Kedwa Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor: 29/ PERSM.KDMINFO/07/2009
tentang  Tabel Alokasi Spektrum  Frekuensi
Radio Indonesia, bahwa Fita frekuensi tersebut
direncanakan untuk sistem komunikasi frunking
digital, dimana aphkasi sistem radio  trunking
yang baru harus menggunakan telmolog trunking
digital dan sistem trunking analog yang ada akan
disyaratkan untuk berubah keteknologl frunking
digital pada waku yang akan ditentukan oleh
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos
dan informatika [Ditjen SDPPIL

3. Kondisi Elakring Pita Frekuanal 380 = 430 MHz

Bahwa pita frekuensd 380430 MH: saat ini
digunakan secara bersama-sama antara penye-
lenggara trunking dan penyelenggara radio konsesi
(repeater, point to paint, HT, dan kain sebagainya)
yang tersebar di beberapa kanal frekuensi dan
lokasi tertenta,

1
Iu-.l\-—.

ng Frekuensi  Teridentifikasi

Teknologi Trunking Digital

Berdasarkan pada REFORT ITU-R M.2014-1 :
“Cigital Land Mobile Systems For Dispatch Traltic®
dan referens dar dekumen ETSI TS 100 392-1%
v1.3.1 (2004-06) terdapat beberapa pita frekuensd
yang dapat dipergunakan untuk teknologi trunking
digital.

Untuk

5. Rencana Pengaturan Alokasi Pita Frekuensi
380-430 MHz Untuk Radio Trunking
Pada tahap pertama, divsulkan pengaturan
alokasi pita frekuensd 380430 MHz untuk keperloan
komunikas radio  trunking berepa  pembagian
kedalam 2 blok frebkuens sebagai berikot ©

BLOK A : 380 - 383 MHz berpasangan dengan 390
= 359 MHz ;

BELOKE : 410 - 4125 MH: berpasangan dengan
420 - 422.5 MHz ; dan

BLOK C =415 - 420 MHz berpasangan dengan 425
= 430 MHz.

Fada tahapkedua, setelahseluruh penggunapita
frekuensi 280430 MH: menyesuaikan penggunaan
frekuensnya berdasarkan blok frebuens pada tahap
pertama di atas, maka direncanakan ke depan akan
dilakukan pengaturan blok pita frekuensi 320430
MHz menjadi sebagai berikut ;

BLOK A : 380 — 389 MHz berpasangan dengan 380
= 355 MHz;

S406,1 - 410 MHz dengan moda TDD;

£410 - 420 MHz berpasangan dengan 420
= 430 MHz

EHIE

ELOK B
BLOK C

Gambar 3.1,
Perbandingan rencana pembagian blok pita frekuensi 380-430 MHz

antara tahap pertama dengan tahap kedua



6. Pangkanalan Pada Pita l'h'llfu-lniﬂli:“

MHz Untuk Radio Trunking

Ditjen  SDPFI menggunakan referens utama
{master  reference)  pengkanalan pada
pengkanalan 2% kHr MNamun, terkait dengan
perkembangan teknologl dan mendukung kebijakan
penggunaan  telmologi  netral,  Ditjen  SDPPI
menyampaikan 7 [dua) ops penghkanalan untuk
12.5 kHz dan 6.25 kHz dalam white paper ini yaitu
On-chanmel channeling dan Offset channeling.

7. Sasaran Kebijakan Pada Penataan Pita
Frekuensi 380-430 MHz

a) Penggunaan pita frekuensi 380430 MHz
mempertfimbangkan  perkembangan layanan
PENEEUnaan baik komunikas radio l'umh:ng
maupun komunikasi radio konvensonal, dan
potensi teknologi digital kedua komunikasi
tersebut tanpa mengindahkan prinsip efisiensi,
optimalisas, dan keteraturan penggunaan
frebkuensi, maka penataan frekuensi pada pita
3180-430 MHz tetap memberikan kesempatan
komunikasd  radio  trunking analeg  dan
komunikad radio konvensional analog serta
perkembangan  teknologi  digital  dengan
mengikuti  ketentuan-ketentuan i dalam
penggunaan freluensings.  Adspun  untuk
menuju  keteraturan penggunaan  Irekuens,
maka pelaksanaannya perlu dilalbukan secara
bertahap melalui masa transisi,

by Sejak penataan pita frekuensi 3801430 MHz
diberlakukan maka selwrub  surat  alokasi
frekuensi yang diberikan kepada penyelenggara
baik penyelenggara komunikasi radio trunking
maupun penyelenggara telekomunikas khuss
yang menyelenggarakan komunikasi frunking
tidak berlaku,

) Dengan tidak diberfakukannya surat alokasi
frekuenss sebagaimana dimaksud pada butis
4.8.2 di atas, maka lzin penggunaan frekuensi
diberikan dengan basis penggunaan  kanal
(BER) yang distribusi perizinannya  dilakukan
berdasarkan analisa teknis ketersedisan kanal
frekuensi,

dy  Terkait  dengan  perkembangan  teknodogi,
maka Pemernintah mendubkung penggunaan
teknologi netral sehinggs i dalam pengaturan
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penggunaan  kanal freluensings  berpegang
pada prinsip efisens dan mencegah gangguan
[interferens).

B. FKeobijakan Penggunaan Frokusnsi  Bagi
Pengguna Frekuensi Eksisting
Kebijakan FPenggunaan Freluensi ini akan
dibagi menjadi Bagi Pengguna Frekuensi Eksisting
Trunking TAHAF PERTAMA, Eksisting Non Trunking
[Komunikasi Radio Konvensional) TAHAP PERTAMA
dan Eksisting Non Trunking TAHAP KEDUA

9. Kebijakan Distribusi Perizinan Frekuensi Untuk
Panggunaan Frekuensi Komunikas! Radio
Trunking Analog dan Trunking Digital
Kebijakan p:—m!il.h'irup'an iWin penggunaan

frebuenss untuk kemunikas radio trunking akan

diatur berdasarkan penetapan kanal frekuensi
melalui analisa teknis ketersediaan freluensi,

lenis profil pengguna komunikasi mempenga-
ruhi disain perhitungan kebutuhan kanal frebuens
dari pemohon, sehingga Ditpen SDPPIperlu menguf
lebih dalam setiap permohonan penggunaan kanal
frebuensi komunikas radio franking,

10. Kebijakan Perencanaan
Frekuensi Trunking Analog.

Kedepan Untuk

Cidorong  adanya  kebutuhan  yang  tinggi
untuk komunikas trunking digital, manfaat sstem
trunking digital yang lebih banyak dari pada
sistem frunking analog serta didukung oleh skala
ekonomis perangkat frunking digital yang nantinga
akan semakin besar, maka dimungkinkan adanya
perubahan terhadap perencanaan penggunaan
frekuenst pada BLOK A vang semula dialokasikan
untuk trunking analog menjadi trunking digital
sebagaimana peruniukkan alokasi pada BLOK B dan
BLOKC

Perpindahan trunking analog ke trunking digital
sehagaimana tersebut dalam bute 4,111 diatas,
terlebih dahulu akan dilakukan evaluasi oleh Ditjen
SDPPL

11. Private System dan Publik Sistem.

Sistern yang digelar dapat berupa sistem
vang dikelola sendiri atau kolektil terbatas untuk
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keperuan sendiri atauw kolektifterbatas [private
aystem), dan sistem yang dikelola dengan tujuan
uniuk disewakan atau dijual layananmya ke pihak
lain [public system).

3.4, Kebijakan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi
Radie Berbazis Pita

Spektrum  frebuensi radio memilki  nilai
strategis dan ekonomi bag kepentingan nasional
karena dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat,
dan penggunaannya harus diatur dan dimanfaatkan
secara optimal, elektif dan efisien. Salah satu alat
yang dapat digunakan uniuk mendorong agar
pemanfaatan frekuensi radie dapat dilakukan secara
optimal, efektil dan chisien, maka pemerintah
memberlakukan taril dalam bentwk biaya hak
penggunaan (BHF) spekivum frekeunsi radio kepa-
da setiap penggunaan spekirum freluensi radio,
EHFP spektrum frekuensi radio merupakan salah
salu Penerimaan Negara Bukan Pajak [PNEF) yang
memberikan nilai suatu spektrum frebuens radio
berdasarkan potens ekonomiyang dapat timbul dari
penggunasn spektrum frekuensi radio tersebut,

Salah satu penggunaan spektrum frekuensi
radie adalah untuk penyelenggaraan  jaringan
bergerak seluler termasuk di dalamnya untuk jenis
layaman jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan
mobilitas terbatas/Fived Wireless Access |(FWA)
yang saatini penyebarannya sudah meliputi hampir
seluruh  wilayah Wndonesia. Agar formula EHP
Frekuensi yang diterapkan terhadap penyelenggara
seluler dapat terus sejalan dengan perkembangan
market seluler dan PWA i sendiri, maka diperlukan
adanya analisa ekonomi industri terkait dengan
sumber daya spektrum  frekuens radio serta
dilakukan kajian terhadap struktur pentarifan sesuai
dengan  perkembangan  industri  telekomunika s
seluler jangka panjang.

Berdasarkan PP 76 tahun 2010 tentang
Ferubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor
7 tahun 2009 tentang Jenis dan Taril atas Jenis
Penerimaan Megara Bukan Pajak vang EBerlaku
Fada Departemen Komunikasi dan Informatika,
telah didakukan proses perubahan Pentarifan bagi
penyelenggara seluler dan P&A di pita frekuens
B850 MHz, 900 MHz dan 1830 MHz dari yvang

wa dikenakan Biaya Hak Penggunaan

pada aw,
Berdasarkan lzin Stasiun Radio (BHP 15R) menjadi
dikenakan Biaya kzin Fita Spektrum Frekuensi Radio
[BHF IP5FE). Formula BHP IP5FR sesuai dengan
ketentuan PP 76/2010 (Pasal BB ayat (3)) adalah
sebagai berthut @

BHP IPSFR=NxKxIxCxB

N = Faktor normalisasi untuk menjaga kestabilan
penerimaan  Penerimaan  MNegara  Bukan
Fajak dari Biaya Hak Penggunaan  spekirum
frekuensi radio, yaitu dengan menggunakan
perbandingan darinilai indeks Harga Eonsumen
{HE} vang ditetapkan oleh lembaga peme-
rintah non kementerian yang membidangi
urusan pemerintahan di bidang statistik.

-
"

Faktor penyesuaian pada tiap pita frekuensi
radic  yang dihitung dengan  memper-
timbangkan nilai ekonomi dari pita frekuens
radio  dimaksud, yaitu berdasarkan  jenis
layanan dan manfaat yang diperoleh,

Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi Radio sesuai
dengan karakteristik propagas frekuens radio
(Rupiah/MHz).

Konstanta yang merepresentasikan  jumiah
total populas penduduk dalam suatu wilayah
layanan sesuai dengan izin pita spektrum
freluensi radio yang dialokasikan, Satuan
C  adalah  kilopopulasi [per-1000)
populas.

B = Besamya lebar pita frebuensi radio yang
dislokasikan sesuai  ben Pita  Spektrum
Frekuensi Radio yang ditetapkan, termasuk
memperhitungkan lebar pita yang tidak dapat
digunakan oleh pengguna lain {guardband].
Satuan B adalah MHx

Besaran WK C, B ditetapkan oleh Menteri
Komunikasi dan nformatika.  Milai N, K, C ini
harus ditetapkan setiap tahunnya karena nilai N
dan K merupakan bentuk penyesusian dari sis
perkembangan Ekonomi nasional yaiu dengan
menggunakan nifai indeks Harga Konsumen [IHE)
yvang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS),
sedangkan nilai C perlu disesuaikan setiap tahun
karena pmlah populasi senantiasa bertumbuh.

2]
"



Sesuai dengan Ketentuan Fasal 6E PP 76
tahun 2010 ditetapkan bahwa Menteri Komunikass
dan Informatika menetapkan besaran dan wakiu
pembayaran unfuk setiap penyelenggara jaringan
bergerak  seluler dan  penyelenggara  jaringan
tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas
Berdasarkan kepada ketentuan-ketentian tersebut,
Eementerian  Komunikasi dan  informatika perlu
untuk menetapkan besaran  EHP  IPSFR bagi
penyelenggara seluler dan PWA dan pugs besaran
N, K, dan C setiap tahunnya.

Pada tahun 2010, Kemenkominfo kemudian
menetapkan Eeputusan Menteri KEomunikasi dan
Infermatika Nomor @ 45ASKER/M. KOMINFOS 12/
010 Tentang Besaran dan Waktu Fembayaran
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| MHz, dan 1800 MHz dan Penyelenggara
laringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas
Terbatas di Fita Frekuensi Radio 800 MHz [9KM
456A/2010), dimana pada KM 456/2010 tersebut
telah ditetapkan besaran nilai N, K, Cdan B beserta
besaran EHP IFSFR tahun pertama bagi seluruh
penyelenggara Seluler dan FWA. Khusus untuk
tahun pertama hingga tahun kelima penerapan BHF
IFSFR, nilai N dan K masih merupakan satu kesatuan
nilai (N = K}.

Kementerian Komunikasi dan informatika pada
tahun 2011 telabh menetapkan besaran [N x K} dan
Cserta besaran BHFP IPSFR tahun kedua bagi seluruh
penyelenggara seluler dan PWA di pita frekuens 80O
MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz melalui Keputusan

Menten  Eomunikas: dan  formatika sehagai

berikut:

Biaya Hak Pengpunaan [BHP) Imn Fita Spektrum
Frekuensi Radio (IFSFR) Penyelenggara laringan
Bergerak Seluler di Fita Freluensi Radio 800 MHz,

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor @ 346/ KEF M. EOMINFO/ 82011
Tentang Penetapan MNilai (N x K} dan Jumlah Populasi (C) pada Ferhitungan Biaya Hak
Penggunaan lrin Pita Spektrum Frekuens Radio (BHP IPSFR) Tahun Kedua untuk Lnn Pita

1
Spektrum Frekuensi Radio bags Penyelen ggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Fita Frekuensi
Radio 800 MHz, 900 MHz, DAN 1800 MHz serta Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa
Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Fita Frebuensi Radio 800 MHz
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nemor @ 247/MER/M.EDMINFO/E/2011
3 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Lz Fita Spektrum

Frekuensi Radio Tahun Kedua (¥2) untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel
dengan Mobilitas Terbatas pada Fita Frebuensi Radio 230 MHz PT. BAKRIE TELECOM, Thi.

Keputusan Menteri Eomunikasi dan Informatika Nomor @ 348/KER/M.EOMINFO/8/2011
Tentang Fenetapan Besaran Dan Wakiu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Fita Spektrum
3 Frebuens Radio Tahun Kedua ﬂ"r']] untuk Penyelenggaraan ].ll‘in;l.rl Bergerak Seluler Pada Pita
Frekuens Radio 900 MMz dan 1200 MHz den Penyelenggaraan laringan Tetap Lokal Tanpa
Kabel Dengan Mobilitas Terbatas Pada Pita Frekuensi Radio B00 MHz FT. INDOSAT, Thk

Keputusan Menteri Eomunikasi Can nformatika Momor @ 249/KER M EOMINFO//2011
Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan ton Fita Spektrum

a Frekuens) Radio Tahun Kedua (Y2} untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa
Kabel Dengan Mobilitas Terbatas Pada Fita Freluensi Radio BOO MHz PT. TELE EOMUNIEASI
INDONESIA, Thi.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Momor @ 250/KERM.EDOMINFO/2/2011
Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Lzin Fita Spektrum
Frekbuens Radio Tahun Kedua (¥2) untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita
Frekuensi Radio 900 MHz dan 1800 MHz FT. TELEKOMUNIKASI SELULAR.
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Keputusan Menteri KEomuonikasi dan Informatika Nomor @ 351/KER/ M. KDMINFO/8/2011
Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggumaan zin Pita Spekitrum
Frekuensi Radio Tahun Kedua (¥2) untuk Penyelenggaraan laringan Bergerak Seluler pada Pita
Frekuensi Radio 900 MHz dan 1800 MHz FT. XL AXIATA, Thk.
Keputusan Menteri Komunikasi dan informatika NOMOR @ 252/KER/M.EOMINFO/8/2011
Tentang Penelapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan kzin Pita Spektrum
il Frekuensi Radio Tahun Kedua (¥2] ontuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan
Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita
Frekuensi Radio 800 MHz PT. MOBILE-2 TELECOM, Thk.

Keputusan Menteri Komunikasi dan informatika NOMOR © 353/KER/M.EOMINFO/8/2011
Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Lein Pita Spekitrum

¢ Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2} untuk Penyelenggaraan laringan Bergerak Seluler pada
Fita Fredmensi Radio 1800 MHz FT. NATRINDO TELEPON SELULER.
Keputusan Menteri Komunikas dan mlormatika NOMOR : 354 /KER'M_EOMINFO/E/2011
5 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan kzin Fita Spekirum

Frebuensi Radio Tahun Kedua (Y2} untuk Penyelenggaraan laringan Bergerak Seluler pada

Fita Frekuens FT

Selain penetapan besaran BHP IPSFR, telah
dilaksanakan proses evaluasi pelaksanaan pene-
rapan BHP IFSFR tahun pertama (2010) yang telah
ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kominfo
Mo. 4564 tahun 3010, Proses ini didabului engan
kegiatan pencocokan  dan  penelitian  kepada
penyelenggara seluler dan FWA yang tujuannya
adalah untuk mengklaritikass besaran pembayaran
EHF R tahun 2009 dan 2010 dan penyelenggara
yang bersangkutan, Besaran BHP ISR tahun 2008
akan digunakan sebagai pijakan awal bagi proses
transid  besaran BHP 1SH menjadi BHP IPSFR
Sedangkan besaran BHP ISR tahun 2010 digunakan
untuk menentukan besaran pengurang (I} darni
besaran BHP IPSER tabun pertama sesual dengan
Ketentuan dari PP 76 thun 2010,

Berdasarkan hal
babwa terdapat penyelenggara vang melakukan
pembayaran BHP I5R pada tahun 2010 yang
belum dilaporkan kepada Ditjen Postel [saat ita),
Atas pembayaran tersebut maka perlu dilakukan
peribahan faktor pengurang (Z) dari penyelenggara
yang bersangkutan yamg  secara  langsung
berakibat kepada perubahan besaran BHF IPSFR
tahun pertama. Sehingga bagi penyelenggara-
penyelenggara tersebut yaitu FT. Telekomunikas
Seluler (FT. Telkomsel), FT Natrindo Telepon Seluler
{FT. NTS} dan PT. Telekomunikas Indonesa, Thi.

eulluln', ditemukan

(T Telkem] memiliki kelebihan pembayaran atas
pembagaran BEHF IPSFR tahun pertama dimana
kelebiban pembayaran tersebut dikompensasikan
sebagal bagian dari pembayaran BHFP IPSFR tahun
kedua.

Fenetapan perubahan Besaran BHF IFSFR
bagi PT. Telkomsel, PT. NTS dan PT Telkom serta
penetapan  kebijakan  kelebihan  pembayaran
tersebutl  dikompensasikan sebagal bagian dari
pembayaran EHP IPSFR tahun kedua bagi ketiga
penyelenggara, Halini ditetaphkan melalui keputusan
Menteri Komunikasi dan Informatika Homor: 550/
KEFSM, KOMINFO/11/2011 Tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Komunikass dan informatika
Nomor & 4564/ KEFM.EOMINFOS 122010 Tentang
Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak
Fenggunaan (BEHF) lnn Fita Spektrum Frekuensi
Radio [IPSFR] Penyelenggara laringan Bergerak
Seluler di Pita Frekuensi Radio BO0 MHz, 500 MHz
dan 1800 MH: dan Fenyelenggara Jaringan Tetap
Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas di Fita
Frekuensi Radio B0O MHz (KM 590/201 I}

3.5. Penataan Pita 3G

Dalam rangka membuka peluang usaha untuk
penyelenggaraan janingan bergerak seluler IMT-
2000 [3G), sesuai dengan rekomend asi international



Telecommunication Union (ITU) ITU-R M.
tentang tatanan B1 pita frekuensi IMT-2000, maka
pemerintah melakukan penataan pita frekuensi 2,1
GHz yaitu pada rentang frebuens 1930 = 1980 MHz
berpasangan dengan 2110 - 2170 MHz unituk maoda
FOD dan 1880 — 1920 MHz dan 2010 — 2025 MHz
untuk moda TODL

Pengalokasian pita frekuensi 21 GHz sebagai
pita Frebuens IMT-2000 telah direkom endasikan
aleh ITU sejak tahun 1992, Mamun pada sekitar
tahun 2002, terdapat permintaan dari Telkom
untuk menggunakan pita freluensi tersebut untuk
layanan COMA yaitu PCS1900 di lakarta, Jawa Barat
dan Banten dengan alasan untuk meningkatkan
teledensitas  sebagai salah =t syarat
kenaikan taril telepon pada saat itu. Dan p-ermin'hln
tersebut disetujui oleh Ditjen Postel saat itu.

dalam

Penggunaan pola alokas frekuensi campuran
{mixed ollocadon) antara PCS1900  danUMTS
{IMT-2000) mengakibatkan potensi interferenss
terhadap layanan 3G (WCDMA) yang merupakan
generas berbutnga dari GSM. Alabat lainnya
adalah mefisiens penggunaan frekuensi karena
akan berakibat adanya pita frebuensi UMTS/3G
yang tidak dapat digunakan, Solus yang diambil
untuk permasalahan  tersebut, yailu  dengan
memindahkan alokasi frekuensi COMA Telkom Flesd
dan Indosat StarCme ke pita frebuens CDMA 200
MHz Solug ini Bidak akan memberikan dampak
kerugian yang besar bagi user (pengguna), karena
handset (mobile terminal) pelanggan yang terdapat
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III-I='HHI'I mayoritas adalah perangkat dengan
kemampuan Dual Band yaitu pita 1900 MHz dan
BOO MHZ

Fenataan pita frekuensi 2.1 GHz dilaksanakan
dengan melakukan pemindahan penyelenggara
telekomunikasi yaitu

*  Penyelenggara jaringan tetap lokal dengan
mobilitas terbatas/FPWA vang beroperasi pada
pita frebuensi PCS 15900 ke pita freluensi 800
MHz (yaitu Telkom Fexi dan Indosat StarOne];

= Penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis
packer switched yang beroperasi pada pita
frebuensi PCS 1500 (FT WIN);

*  Penyelenggara jaringan bergerak seluler yang
beroperass pada pita frekuens PCS 1900 (PT
FRIMASEL);

*  Pengguna sistem komunikasi radio gelombang
mikro (microwave link) pada pita frekuens 2.1
GHz

Penetapan penyelenggara untuk pita frekuensd
2.1 GHez [frekuenss 3G) dalam perjalanannys sejak
dimulai pada tahun 2004 telah dilabukan dengan
dua cara. Pada periode pertama yaitu dari 2004
sampai 2005 dilalukan dengan cara Beouty Contest
terhadap calon eperator penyelenggara yvang dinilai
layak dan memiliki kesiapan. Pada tahap kedua yaitu
sepak tahun 2006 dilakukan dengan cara seleksi.
Kronologis penetapan alokas frekuens 3G oleh
penyelenggara adalah sebagai berikut.

Pemerintah melabukan beauty contest penyelenggara DCS 1800 selaligus penyelenggara

2004 : .
3G UMTS sebesar 10 MHz FOD yang kemudian ditetapkan kepada FT Cyber Access (CAC)
004 FL NTS mendapatkan persetujuan tambahan alokasi freluwensi 10 MHz FDD sebagai
langkah penyehatan usaha penyelenggaraan D5 1830,
2005 FT. CAC berubah nama menjadi FT, HCPT
FL HCPT dan FT NTS mengembalikan masing-masing 5 MHz FOD kepada Pemerintah.
2006 Pemetintah mencadangkan frebuensi yang dikembalikan tersebut melalui mekanisme
evaluasi Sesuai Kepmen Mo, 29 tahun 2006,
Dari hasil proses seleksi lelang Penyelenggara 36 Femerintah menetapkan alokas masing-
e masing 5 MMz kepada FT. Telkomsel, FT. Indozat dan FT Excelcomindo. Femerintsh

mencadangkan alokasi Irekuens masing-masing 5 MHz FOD melalui mekanisme evaluasi
Sesuai Kepmen No. 78 mhun 2006
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Femerintah menetapkan tambahan alokas frekuensi masing-masing 5 MHz FOD kepada

i FL Telkamsel dan FT Indosat melalul mekaniame evaluas

Femerintah menetapkan tambahan alokasi frekuens 5 MWz FOC kepada FT. Excelcomindo
2010 :

melalul mekanisme evaluas
A Pemerintah menetapkan tambahan alokas freluensi masing-masing 5 MHz FOD kepada

PT. NTS dan PT HCPT maelalui mekanisme evaluad.

Saatini terdapat & operator yang yang menjadi
pemyelenggara layanan pita frekuens 2.1 GHz yaitu
Smart  Telecom, Hutchinson Telecomunication
{HCFT), Telkomsel, Natrindo Telepon Seluler [NTS),
Indosat dan XL Axiata. Masng-masing operator
telah  memililki aslokasd bandwith wuntuk uplink
maupun downlink. Namun dalam alokasi bandwith
untuk pita frebuensi 2.1 GHz yang dimiliki oleh para
operator penyelenggara ini terdapatl kondisi yang
tidak ideal dimana alokasi blok yang dimilikd aleh
HCFT tidak berada dalam lokasi yang berdampingan
(contigous) sebagaimana yang dimiliki oleh lima

THE5 1540 1945
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Pada saat ini sedang dilakukan persiapan untuk
melabuban lelang untuk blok 11 dan blok 12
tersebut, Lelang untuk alokasi frekuend 2G pada
kedua blok tersebul memiliki dua wjuan. Pertama
adalalmengisd alokasi frekuensiyang masih tersedia
untuk alokasi frekuensi 3G sekaligus memperoleh
pendapatan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak
[PNEF). Tujan kedua adalah untuk melakukan
penataan ulang alokasi bersamaan dengan dida-
patnya operator penyelenggara baru, Penataan dila-
kukan sehingga alokas lrekuens milik HOPT dapat
berada pada lokasi yang berdampingan (contigows)
sehingga pada akhirnya semua penyecnggara dapat
memiliki blok alokasi yang configous)

operator lamnya, Dua blok alokasi pita frevens 2.1
GHz yang dimiliki aleh HOPT berada pada 1920-
1925 dan 15945-1950 untuk wplivk serta pita 2110-
2115 dan 2135-2140 untuk downlink sebagaimana
ditunjukkan pada gambar berkut.
dari gambar tersebut juga terlihat babwa sampai
dengan tahun 2011 masih ada masing-masing dua
blok untuk up ik dan down-kink. Dua blok pita
yang belum ada penyelenggaranya tersebut adalah
pita 1970-1975 (blok 11) dan 1975-1980 (blok 12)
untuk uplink serta pita 2160-2165 dan 21652170
untuk dowelink,

Sementara
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3.6, Pengaturan  Penyelenggaraan  Pendidikan

SKOR dan REOR

Dalam rangka meningkatkan kualitas operator
radio vang dihasilkan dari penyelenggaraan pendi-
dikan upan sertifikasi operator radio, Dircktorat
Jenderal SDFPI mulai menyusun peraluran yang
secara khisus mengatur tentang penyelenggaraan
pendidikan operator radio. Peraturan yang dibuat
dalam bentuk Peraturan Menteri KEomunikasi dan
Informatikan  |Permenkominfo) ini dimaksudkan
untek memperbaiki kealitas kelulusan sertifikasi
operator radio melalaui pengaturan secara me-
nyeluruh tentang Sertifikasi Kecakapan Operator
Radia [SKDRL  Secara  khusus  Permenkominio
tentang Fenyelenggaraan SKOR ini  bertujuan



untuk  memberikan  pengaluran  mengenas
penyelenggaraan  Lembags  Pendidikan SKOR,
pelaksanaan Ujian Megara SKOR, dalam rangka
menciptakan operator radie bersertifikal yang
berkompetens sebagai operator komunikas radio
di darat atau konsesd yang profesional sehingga tdak
menimbulkan gangguan penggunaan frekuensi
radio,

Hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut

1. Sertifikasi kecakapan operator radio;

2. Pendidikan dan pelatihan sertifikasi kecakapan
operator radio;
Ujian negara sertifilkasi;

4. Perpanjangan sertifikal kecakapan operator
radio;

5. Pembinaan dan pengawasan.

Permenkominto belum dapat diselesaikan pada
tahun 2011 dikarenakan banyak permasalahan
vang harus dipertimbangkan dalam penyusunan
peraturan ini. Diharapkan pada awal tahun 2002
Permenkomintoini dapat ditetapkan dan diterbitkan
setelah melalul proses konsultas publik.

Sementara  untuk  memperbaiki  kualitas
pendidikan melalui perbaikan kurikulum, Cirektorat
lenderal SDPPI juga sudah berencana membuat
regulasi yang terkait dengan perbaikan kurikulum
pendidikan sertifikasi kompetensi bagi operator
radio maritim melalui ufan Radio Elekotronik/
Operator Radio (REOR). Maksud dan twjpan
peraturan/regulasi tentang Kurikulum dan Silabus
Ugan Negara REOR adalah dimaksudkan untuk
memberikan Tujan Instruksional Umum, Tupan
Instruksional Khusus, Slabus dan Euribulum serta
Kisi-kisi atas bahan pengajaran sebagai pedoman
pelaksanaan  pendidikan  dan  pelatihan RECH,
dalam  rangka menciplakan penyelenggaraan
Lembaga FPendidikan REOR wyang berkualitas
sehingga diperoleh lulusan Ugan Negara REOH yang
memenuhi ketentuan Aodio Regulation dari ITUW dan
IMO's model couwrse,

Semuls regulas ini akan ditetapkan dalam
bentrk Peraturan Divjen Sumber Daya dan Peranghkat
Pos dan Informatika. Namun pada talun 2011 telah
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Nl‘bl'tlﬁllj-iﬂs = Undang Momor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan  Peraturan  Perundangan
- Undangan yang pada intinya bahwa tidak
membolehkan peraturan yang mengatur ekternal
organisas serendah - rendahnya adalah ditetapkan
obleh Menteri. Dikarenakan hal ini maka peraturan
ini belum dapat diselesaikan pada tahum 2011.
Diharaplkan pada awal tahun 2012 Permenkominfo
ini dapat ditetapkan dan diterbitkan setelah melalui
konsultasi publik.

3.7, Produk-Proeduk Regulasi Yang Ditetapkan
Selama Tahun 2011

Dalam rangka  mendukung  kebijakan
penyelenggaraan bidang Pos dan Telekomunikasi
yang tansparan dan aluntabel, maka selama
tahun 2031 Direktorat Jenderal Sumber Dayas dan
Perangkat Pos dan Informatika telah menerbitkan
beberapa kebijakan.

Calam usia kelembagaannya yang baru berjalan
setahun lebih, selama tahun 2011 telah dikeluarkan
30 peraturan yang terkait dengan bidang Sumber
Uaya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDFFI.
Mamun status organisasi kelembagaan yang baru
pga menjadikan  peraturan  yang  dikeluarkan
belum ada dalam bentuk peraturan pada tingkatan
vang tnggi seperti Undang-Undang, Feraturan
Pemerintah AP Presden. Dar 20 peraturan
vang suidah dikeluarkan sebagia besar adalah
peraturan  dalam  bentuk  Keputusan  Menberi
Komumnikasi dan Informatika dan Peraturan Cirekiur
lenderal [Perdirjen) Sumber Daya dan Perangkat
Fos dan Informatika.

1. Peraturan Menteri yang terdin dari 2 (dua)
peraturan bidang penataan sumberdaya, 1
[satu] peraturan bidang operasi sumberdaya, 1
[satu] perantwran bidang pengendalian SDFPL,
1 {satu) peraturan bidang standarisas, 1 {satu)
Permen tentang operasi sumberdaya, dan 2
[satu) peraturan menteri lainnya,

2, Keputusan Menteriyang terdiridari 11 {sehelas)
Keputusan tentang penataan sumber daya dan
1 {zatu) Kepmen tentang bidang lain-lain.

3. Peratwran Dirpen Sumber Daya dan Peranghkat
Fos dan nformatika telah menerbitkan 10
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S e
[sepuluh) Peraturan bidang Standardisasi dan r-?cnshu Peraturan peandang-undangan
{satu) bidang operasi sumberdaya vang telah  dikeluarkan selama tahun 2011
ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabal 3.3,
Matrik Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2011

Undang-undang
B | Peraturan Pemerintah | -

C.1. | Feraturan Menteri Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : | Penetapan

03/ Per/M.Kominfo/02/2011 Tentang Perubahan Kedua | BRTI

Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan  Informatika
Momar 1 356/Per/M. Kominfo/10/2008 Tentang Fenstapan
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

2, Peraturan Menteri Komunikasi dan Wnformatika Nomor | Operasi

: 02/ Per/M.Kominfo/03/2011 Tentang Sertilikasi Radio | Sumber Daya
Elektronika dan Operator Radio.
- PFeraturan Menteri Komunikasi dan nformatika Momos | Standarisas
: 14/Per/M.Kominlo/04/2011 Tentang Standar Kualitas
Pelayanan fasa intemet Telepont Untuk Keperiusn Publk.
4, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor ;| Lain-Lain
15/Per/M. Kominfa/06/ 2011 Tentang Penyesuaian Kata
Sebutan Pada Sejumlah Keputusan danfatau Peraturan
Menteri Komunikasi dan  Informatika yang Mengatur
Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikas
serta Keputusan dan/atau Peraturan Direktur lenderal Pos
dan Telekemunikasi.

5. Feraturan Menteri Komunilasi dan Informatika Momor 118/ | Pengendalian
Per /M. Kominfa/05/2011 tentang Pedoman Pembangunan | Spektrsm
Infrastruktur Sistern Pengelolagn Sumber Daya Spektrum | Frekuensi
Frekuensi Radio,
B. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomaor : | Penataan
19/ Perf M. Eominfof09/2011 tentang Penggunan Pita Fre- | Frebuens
kuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Leyvanan Fita Lebar
Nirkabe! | Wireless Brogdband) Berbasis Metral Teknologi.
 y Feraturan Menteri Komunikasi dan nformatika Nomor | Fenataan
i 23 Per/M. Kominla/05/2011 tentang Rencana Induk | Frekuensi
[Mfasterplan) Frekuend Radio uniuk Keperluan Televis
Siaran Digital Terersterial Pada Fita Frebuensi Radio 478-
654 MHz

DLl | Keputosan Menters Keputusan Menteri Komuonikas dan Informatika Nomor | Penataan
2 03/Kep/M. Kominle/01/2010 Tentang Penetapan Bank | Frekuensi
Indonesia Rate Untuk Perhitungan BHPFita Spektrum
Freluensi Radio 2,1 Ghz Untuk Penyelenggaraan Jaringan
| Bergerak Setuler Tahun 2010.
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Keputugan Menteri Komunikad dan Infarmatika Nomor @ | Badan Regulasi
28/ Kep/M_Kominfo/2/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas | Telekomunilasi
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor @ | Indonesia (BRTI)
35/ Kep/M_Kominlo/2/2008 TentangPenctapan Anggola
Komite Regulas Telekomunikas (KRT) Pada BEadan Regulas
Telekomumnikasi indonesia.

3 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor @ | Penataan
345/ Kep/M.Kominfo/3/201 1tentang  Penctapan Nilai (M | Frekuensi
X K) dan Jumlsh Fopulasi (C) pada Perhitungan Biaya Hak
Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensd Radio (BHP BPSFR)
Tahun Kedua wntuk lzin Fita Spektrum Freluensi Radio
Bagi Penyelenggaraan laringan Bergerak Seluler Pada Fita
Frekuenu Radio 800 Mhz, 900 Mhz, dan 1800 Mhzserta
Penyelenggaraan laringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan
Mohbilitas Terhatas Pada Fita Freluensi Radico 800 Mhat.

4, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Momor : | Penataan
347/Kep/M Kominfo/8/2011 Tentang Penetapan Besaran | Frekuensi
dan Waktu Pembayaran Blaya Hak Penggunaan lz@in
Fita Spektrum Frekuensi Hadio Tahun Kedua (v2) Untuk
Penwelenggaraan laringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Cengan
Mobilitas Terbatas Pada Pita Frekuensi Radia 800 Mbz PT
Bakrie Telecom, Thk.

5 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor @ | Penataan
348/ Kep/ M. Kominlo/2011 Tentang Penctapan Besaran dan | Frekuens
‘Waktu Pembayaran Eiaya Hak Penggunaan lzin Pita Spekitrum
Frekuens Radio Tahun Kedua (¥2] Untuk Penyelenggaraan
Jaringan Bergerak Seluler Pada Fita Frekuensi Radio 500
Mhz dan 1200 Mhz dan Penyelenggaraan laringan Tetap
Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas Pada Fita
Frekuens: Radio 800 Mhz FT indosat, Thi.

b. Kepuiusan Menteri Komunikasi dan Informatika Momor ;| Penataan
349/ Kep/M. Komindo/8/2011 Tentang Fenetapan Besaran | Frokuens
dan Waktu Fembayaran Bisya Hak Penggunaan lbin
Fita Spektrum Frekuensi Aadio Tahun Kedua (¥2) Untuk
Penyelenggaraan laringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan
Mohilitas Terbatas pada Fita Frekuensi Radio 800 Mhz PT
Telekomunikas indonesia, Thic

T Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor @ | Penataan
350/ Kep/M.Kominfo/ 2011 Tentang Penetapan Eesaran | Frekuensi
dan Wakt Pembayaran Biaya Hak Penggunaan lzn
Fita Spektrum Frekuensi Aadio Tahun Kedwa [¥2) Untuk
Penyelenggaraan laringan Bergerak Seluler pada Fita
Frekuens Radio 500 Mhz dan 1800 Mhz FT. Telekomunikasi
Selular,
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Keputusan Menter Komunikas dan Infermatika Nomos © | Penataan
351 /Kep/M. Kominfo/8/2011 Tentang Penetapan Besaran | Frekuensi
dan ‘Waktu Pembayaran EBiaya Hak Penggunaan lnin
Pita Spektrum Frekuens Radio Tahun Kedua [¥2) ontuk
Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Fita
Frekuensi Radio 200 Mh: dan 1800 Mhz FT X Axata, Thik.

g, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor | Penataan

352/ Kep/M Kominfo/ 8/2011 Tentang Penetapan | Frekuensi
Bezaran dan Waktu Pembayaran Bisys HWak Penggunaan
lrin Fita Spektrum Freluens Radio Tahun Eedua (¥2)
Untuk Fenyelenggaraan Jaringan Bergerak Selulerdan
Penyelenggaraan laringan Tetap Lokal Tanpa Kabel déngan
Mobilitas Terbatas pada Fita Frekuens Radio 800 Mh: FT
Mobile-2 Telecom, Thk,

10, Keputusan Menteri Komunikasi dan informatika Momor @ | Penataan
353 Kep/ M. Kominlo/8/2011 Tentang Penctapan Besaran | Frebuensi
dan Waktu Fembayaran Eiaya Hak FPenggunaan lzin
Fita Spektrum Frekuens Radio Tahun Kedua (¥2) untuk
Penyelenggaraan laringan Bergerak Seluler Pada Fita
Frekuensi Radio 1200 Mhz FT Natrindo Telepon Seluler.

1L Keputusan Menter Komunikad dan Informatiks Nomor : | Fenatsan
354/ Kep/M Eominlo/8f 2011 tentang penetapan Besaran | Frekuensi
dan ‘Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan lzin
Fita Spektrum Frekuens Radio Tahun Kedwa [¥2) untuk
Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Pada Fita
Frekuensi Radio 1800 Mhz FT Hutchison CPT.

12 Keputusan Menteri Komunikasi dan nformatika Nomor @ Penataan
4194/ Kep/M. Kominfe/S/ 201 1tentang Tim Ad Hoc Pena- | Frekuensi
nganan Penyelenggaraan laringan Tetap Lokal Berbasis
Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio
2360-2380 MMz untuk Keperuan Llayanan Fita Lebar

Hirkabel {Wireless Broodband).
E.l. | Peraturan Derjen Peraturan Direktur lenderal Sumber Daya dan Perangkat | Standardisasi
SDPR Pos dan Informatika Momor 52 Tahun 2011 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan
Direktoral lenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
informatika.

2 Peraturan Direkiur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat | Standardisasi
Pos dan Informatika Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Tata
Cara Evaluasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Radio
Elektronika dan Operator Radio.

3, Peraturan Direktur lenderal Sumber Daya dan Perangkat | Operasi

Fos dan Informatika Nomor 105 Tahun 2011 Tentang Tata | Sumber Daya
Cara Penilaian Pencapaian Standar Kualitas Pelayanan Jasa
Teleponi Dasar.
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Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos | Sta
dan Informatika Nomor 123/ Dirjen/ 2011 Tentang Persyasratan
Teknis Alat dan Perangkat Penerima (Set Top Box) Layanan
Televisi Berbayar Tervestrial pada Fita Frekuensi 300 Mha.

5, Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos | Kevangan
dan Informatika Nomor 173/ Dirjen2011 Tentang Tata Cara
Fencatatan dan Pembukuan Fiutang Baya Hak Penggunaan
Spektrum Frebuensi Radio Direktorat fenderal Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan informatika,

{5 Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat | Standardisas
Pos dan Informatika Nomor 195/Dirjen/2011 tentang
Persyaratan Teknis Perangkat Wideo Conference,

7. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos | Standardisas
dan Inform atika Nomor 200/ Dirpen 2011 tentang Persyaratan
Teknis Peranghat (ntegrated Recefver/Decoder (IRD)

8. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Peranghkat | Standardisasi
Fos dan Informatika Nomaoe 201/Dirjen/I011 tentang
Perggaratan Teknis Alat dan Perangkat Encoder IFTV.

a. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat | Standardisas
Pos dan Informatika Nomor 202/Dirjen/2011 tentang
Persgaratan Teknis Peranghkat IF Set Top Box.

10, Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos | Standardizas
dan Informatika Nomor 213/ Dirjen/ 2011 tentang Persyaratan
Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Subsciber Stafion
dan Antena untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel
(Wireless EBroadband) Berbasis Netral Teknologi pada Fita
Frekuensi Radio 2,3 GHz

11. Feraturan Direkiur lenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos | Standardisasi
dan Informatika Momor 214/ Cirjen /2011 tentang Persyaratan
Teknix Alat dan Perangkat Telekomunikas Subsaber Station
dan Antena untuk Eeperlusn Layanan Pita Lebar Mirkabel
(Wireless Broodband) Berbasis Netral Teknologi pada Fita
Frekuensi Radio 2.2 GHz.

Sumber; Dastk Dirjern SOPPH 2011 don hitpe/Swsvw. postel go.id

Dari total 12 Kepulusan Menberi yang telah
dikeluarkan, paling banyak adalah keputusan yang
terkait dengan BHF penataan sumber daya dan
perangkat pos dan informatika yaitu sebanyak 11
peraturan, Cukup banyaknys Keputusan Menteri
terkait dengan penataan sumber daya ini khususnya
menyangkut  penetapan  besaran  dan wakiu
pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) i@n pita

spektrum frekuens untuk penyelenggaraan Jaringan
untuk masing-masng pita spectrum dan operabor
penyelenggars. Sementara untuk bidang lain adalah
Keputusan Menteri tdak terkait bidang khusus
yaitu berups Keputusan Menteri Kominfo tentang
keanggotan dalam Badan Regulasi Telekomunikasi
indonesia [ERTI).
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Penggunaan frekuens digunakan hampir pada
semua bidang seperti telekomunikasi, penyiaran,
kebutuhan  pendukung  industri,  pelayaran,
pertahanaan, transportas udara  ataw  lawt
Penggunan frebuenst untuk telekomunikas dan
komunikasi data paling cepat perkembangannya
terutama  untuk tefekomunikasi  nickabel  dan
internetl, karena pengRuUnaanyE yang semakin
meluas oleh seluruh lapisan masyarakal. Pasar
pengguna telekomunikasi seluler dan internet yang
hesar pada semua kelas masgarakat menyebablkan
minat industri [operator seluler dan layanan koneksd
internet] terhadap penggunaan lrekuensi juga
menjadi tinggi. Hal ini juga berimplikasi pada nilai
ekonomi dari Frebuens yang juga semakin I'"mggi.

Pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos
dan informatika melibatkan pihak hear/publik seha-
gal pengguna sumber daya dan perangkat tersebut.
Dalam rangka pengaturan dan  pengendalian
pemanfaatan sumber daya an perangkat pos dan
informatika tersebut menyelenggarakan pelayanan
publik dalam bidang pemanfaatan sumber daya dan
perangkat pos dan informatika, Pelayanan tersebut
dalam bentuk pelayanan pemberian izin baik bagi
pervsahaan maupun bagi personal petugas teknis
serta pelayanan pemeriksanaan dan sertifikas

peranghkat

4.1, Layanan Publik Direktorat Jenderal SDPPI

Jenis-jenis pelayanan publik yang diberikan
oleh Dirjen SDPPI terdin dari:

1. Periinan Bidang Spektrum Frebuensi Radio
dan Orbit Satelit, Perifinan frekuensi radio
merupakan salah satu layanan publik yang
diberilaksanakan oleh Cirjen SDPPL  Jenis ijin
yang diberikan terdiri dan:

a) lIxin Stasun Radio (ISR} Layanan Tetap dan
Bergerak Terestrial.
b} lzin Stasiun Radio [I15R] Sistem Komunikasi
Radic.
¢] lrin Stasiun Radio [I5E) Layanan Satelin
d]  lzin Stasiun Radio (ISE) Maritim,
) lzin Stasiun Radio (I5R) Fenerbangan,
Sertifikasi Operator Fadio. Sertifikas Operatos
radio adalah merupakan sertifikasi kompetensi
vang diberikan kepada seorang operator
radio yang telah mengikuti proses ufen dan
dinyatakan lulus memiliki cofl-sign  sesual
dengan tingkatannya berhak dan berkompeten
untuk mengoperasikan perangkat komunikas
radionya sesuai dengan sturan perundang-
undangan yang berlaku.
Sertifikasi Alat/Perangkat Pos dan Informatika,
Penerbitan sertifikal atas peranghkat yang telah
melalul proses pengujan dan standaridisasd
perangkat menjadi salah satu ukuran kinerja
dan  wnit b Direktoral  Standardisas
disamping merumuskan standard dan atau
persyaratan  teknis perangkat  Penerbitan
sertifikat perangkat seharusnya linear dengan
proses pengujian perangkat yang dilakukan
oleh UPT Balai Fengufian Peranghkal.
Pengujian  Alat/Perangkat  Telekomunikas,
Setiap  alat/perangkat  telekomunikasi  dan
informatika yang masuk ke Indonesia wajb
dilakukan pengupan, sebelum digunakan dan
diperdagangkan di wilayah Indonesia dengan
informasi penguian yang terdic darl nama
pemohon, nama alat, merek/type, asal negara
pembuat dan informas nemor dan tanggal
pengujian.  Pengupan  dilakukan  terhadap
setiap perangkat yang diajukan aleh pemohon
pengujian vang berbeda. Selanjuinya pengufan



perangkat yang diajukan pemohon  akan
dilakukan pengufian oleh BEFFT

4.2, Program-Program Prioritas 2011

Program-program priotitas Direktorat Jenderal
S0PFL difokuskan pada peningkatan  pelayanan
puhlil; yang dizediakan oleh unit-unit hﬂ'l di
Direktorat lenderal Sumber Daya dan Peranglkat Pos
dan Informatika. Peningkatan pelayanan kepada
stakeholder di bidang sumber daya dan perangkat
pos dan informatika ini diharapkan pada gilirannya
akan mendorong pemanfaatan sumber daya dan
perangkat khususnya dibidang telekomunikasi dan
informatika sejlan dengan perkembangan teknolog
di bidang ini yang sangat cepat Pemanfataan
sumberdaya dan perangkat pada dasamya
mencerminkan dinamika dan perkembangan yang
I!Erjudi pldi bil‘.III'IE telekomunikas dan informatika
yvang semakin luas Hal ini seflan dengan visi dari
Kementerian Komunikasi dan informatika untuk
mewujudkan masyarakat  telekomunikasi  dan
infarmatika di Indonesa.

Program-program proritas tersebut meliputi (i}
peningkatan dan perluasan pemanfaatan sumber
daya frekuensi melalui penerbitan izin stasiun radio
{ER] uniuk berbagai keperuan, (W) peningkatan
jumlah operator radio bersertifikar, (i) peningkatan
jumlah dan jenis perangkat telekomunikasi dan

LAPORAMN TAHUNAN 2012
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a yang tersertifikas dan (iv) peningkatan
pengujian peranghkat pos dan informatika yang akan
masuk ke Indonesia.

4.3, Kinarja Palayanan Publik
4.3.1, Perijinan Frekuensi Radio

Intensitas penggunaan pita frekuens pada
tahun 2011 menunjukkan penggunan yang tinggh
Hal ini ditunjukkan dengan total penggunaan
frebuens yang mencapai 331.211 atau meningkat
sekitar 4,6% dari tahun sebelumnya (317.193).
Peningkatan penggunaan pita frekuensi pada tahun
2011 ini terutana berasal dari peningkatan pada
tiga spektrum frekuens yvang pengpunaanya besar
vaitu spektrum VHF {20 MHz - 200 MHz), UHF (300
MHz - 3 GHz) dan SHF (300 MHz - 3 GHz). Uniuk
jenis spekttum  brebuensi VHE, penggunaannya
meningkat 7,5%. Sementara untuk spektrum UHF
peningkatannya hanya 0.B% dan spektrum SHF
meningkat sebesar 6,7% Sementara untuk dua
spektrum lain yang juga terdapatl penggunaannya
vaitu spektrum MF dan HF menunjukkan peng-
Runaan yang menunn secara konsisten sejak tahun
200%. Pada tahun 2011, pengguna spekirum MF
menurun sebesar -5,7%, sementara spektrum HF
menurun sebesar -5,45% dibandingkan dalam tahun
2010,

Tabel 4.1
Jumlah Penggunaan Frekuensi [ISR) berdasarkan pita frekuensi

1 {3 kHz - 30 kHz)
2 LF {20 kMZ — 300 kHz) i} a i ]
3 [MF (300 kHz -3 MHz) 301 4= 338
4 HF [(3MHz-20MHz) | 6327 | 5891 | 5571
5 | VHF {30 MHz-300 MHz) | 22.235 | 23.266 | 25.081
(] UHF {300 MKz - 3 GHI) 92,627 | 102.917 | 103.724
7 |shF {3GHz-30GHz) | 163.284 | 188.777 | 197.107
2 | EHF {30 GHz — 300 GHz) 2 0 0
Jumish 284,367 317,199 | 331811

Data VLF {(Very Low Frequency) dan LF (Low Frequency] tdak dapat dimunculkan
karena penggunaan frekuensi rendah (kurang dari 300 kHz) memyanghut penggunaan
untuk keperluan khusus seperti untuk keperlusn militer dan tidak banyak bamdwidth
yang pada band ini dalam spekirum radio,
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Data WLF (Very Low Fregquency] dan I.F['fnw
Frequency] tidak dapat dimunculkan karena peng-
punaan frekuens rendah [kurang dari 300 kHz)
menyanghut penggunaan untuk keperluan khusus
seperti untuk keperluan militer dan tidak banyak
bandwidth yang pada band ini dalam spektrum
radio.

lika dilihat komposisi penggunaannya menurut
spektrum frebuensi, penggunaan terbesar masih
univk spektrum SHF yang berada pada spektrum

YHF; 7 6%

HF. 1.7%
MF;
0.1%

EHF,
0,000%

¢ sampai 30 GHz, ditkuti dengan penggunaan
spektrum  frebuensi UME  Selama  tahun 2011
penggunaan spektrum SHF ini mencapai 594%
dari total pita ISR atau meningkat 1,1% dari tahun
sehelumnya. Penggunaan ini jauh lebih besar dani
jenis pita spektrum lainnya. Sementara propors
penggunaan uniuk spektrum jenis UHF mencapai
31,3% atau menurun dari tahun 2010 yang men-
capai 12,4%,

Sumber: Dastik Ditjen SCPPI Tahun 2011

Gambar 4.1,
Komposisi penggunaan spektrum Frekuensi menurut pita frekuensi

tjin sertifikas radio (I5R) menurut service pada
tahun 2011 meningkat 3 9% dari total penggunaan
tahun sebelumnya. 15K untuk jenis service Satelit
menjadi 15K yang paling rendah peninglatannya
diantara jenis service lainnya dan pmlah 5R untuk
satelit i juga tidak banyak. Persentase peningkatan
terbesar adalah 15 untuk Hroodoast [TV dan
Radio) yang meningkat 18% dibandingkan dengan
tahun sebelumnya, BR lain yang jga cubup besar

peninghatannya adalah ER untuk Aeronowuticalf
Fenerbangan sebesar  10%  dibanding
sebelumnya, Sementara untuk 15R jenis frekuensd
yang penggunaanya besar seperti Fixed service
[publik) pencapaiannys mencapai 6,6% dari tahun
sebelumnya. 15K untuk jenis service Land Mobile
(publik) menurun sebesar 04% dibanding ahun
sehelmmya

tahun



LAPORAN TAHUNAN 2012
EUTIEN S0PM

Tabel 4.2.
Jumlah penggunsan kanal frekuensi menurut service 2009-2011

1 | Aeronauticalf Penerbangan 1,193 | 1,318
Z | Brogdcast (TV & Radio) 1.305 1,503 | 2252
2 | Fixed Service (private} 1,003 07 B26
4 | Fixed Service (public) 171,483 | 195,001 | 207,800
& | Land Mobile (Frivate) 33321 | 32,679 | 34445
& | Land Mobile (Public) 77,800 | 85,251 | 85906
7 | Maritim B268 | 8104 6,753
8 | Satellite 687 784 563

TOTAL 293,389 | 327,132 | 339,867

*) Merupakan data perhitungan I5R, bukan data jumlah frekuens yang ditetapkan

Komposisi  penggunaan  kanal  frekuens
menurut service yang dicerminkan dengan I5R
menurut service pada tabun 2011 menunpukkan
batwa proporsi penggunaan terbesar masih untuk
penggunasn fived service (publik) dikuti oleh
penggunaan kanal frekuens uniuk lond mobile
{publikl, Fada tahun 2011 proporsi penggunaan
untuk kanal fixed service (publik] mencapai 61%
atau meningkat dari tahun 2010 yang sebesar
50,6%. Sementara untuk penggunaan kanal land
mohile (publik) progorsi penggunaannya mencapai
25,3%, sedikit menurun dibandingkan propors
penggunaan pada tahun sebelumnya.

Distribusi ifin 15K untuk jenis service menurut
propindg  menunjukkan  bahwa pencrbitan 1SR
menurut service paling tinggi terdapat i Jawa
Barat, disusul Jawa Timur Secara umum daerah-
derah di Pulaw Jawa menjadi tempat yang paling
tinggl diterbitkannya 158 menurut service, Dagrah
diluar Jawa yang cuup tngg penerbitan ER-nya
adalah di Sumateta Wtara yang mencapai lebih
dari 71 ribu dan Riaw yang mencapai lebib dari 15

robu. Kedua daerab ind ditandai :ltng'.hr: Hlﬂ.'pln
daerah wang relanf lebih tinggl daripada daerah
lainnya serta daerah perkotaan yang cukup banyak
Daerab-dacrah yang menunjukkan penerbitan I5R
vang rendah terdapat di kawasan imur Indonesia,
Saflawes! dan Nusa Tenggara.

Sementara dari sisi jenis service-nya, pada
hampir semua dacrah, SR paling banyak diterbitkan
adalah  untuk Fieed Service, terutama  untuk
subservice PR Jenis service beributnya yang paling
banyak dikeluarkan SR-nya adalah Lond Mobie
[publik) Khususnya untuk subservice GSM, Namun
khusus untuk di wilayah kawasan tmur indonesia,
jenis service Land Mobile (Private) menjadi jenis
yang paling banyak diterbitkan ISR-nya. Eahkan
penerbitan 15R untuk Lond Mobile (Private) di
wilayah wang mencakup Maluku, Maluku Utara dan
PFapua lebih besar daripada penerbitan R uniuk
fixed sevvice dan Lond Mobile (puebiik). Penerbitan
ER yang tinggl untuk service Land Mobile (private)
di wilayah i terutama dari jenis subservice
standard,

Tabel 4.3,
Penerbitan ISR service menurut propinsi Tahun 2011

HAD GE 4.484

2150 15 | 7428

2 | Sumut 143 13.457

2.544 5996 21 | 21961




3 72 51| “r2n
4 | Riau 63 2177 | 2108 4008 | 19 | 15375
5 | Jambi a8 | 2776 798 1170 g | 4800
6 | Sumsel a8 6.325 1.780 2.432 | g | 10633
i lﬁ"hﬂn 27 1257 263 5“! [ 2107
8 l.ampung 74 5813 An? 2749 3 5.046
9 | Kepri 30 3712 745 1.365 | 5 | 5857
10 | Babel 27 1.547 349 646 4 | 2573
11 | Banten a6 | 10,060 681 3764 | 5 | 14559
12 | DKl lakarta 73 21.896 | 2410 T.606 112 32.097
13 | Jawa Barat 47 | 3ams el 12709 43 | 48038
14 Jalmﬁﬂ'ih 248 18#.255 1.892 9,062 4 29,461
15 | DI Yogyakarta 54 47261 312 1850 | 3 | 6480
16 | Jawa Timur 205 | 25651 | 2611 11156 | 49 | 30672
17 | Bali 62 5500 691 2595 | 15 | 8863
18 | NTB 3 2.965 | B35 1.611 | 4 5.446
19 | NTT 56 1838 | 1118 713 | 15 | 3740
20 | Kalsel 7] 4057 | 1386 1.361 21 | 6897
21 | Kalbar Jo 4.812 755 1.617 [ 32 T.2B6
22 | Kaltim 90 T.214 3.770 2240 39 13,353
23 | Kalteng 52 2870 953 1126 | 6 | 5007
24 | Sulsel 73 6.570 790 1.373 8 | 9g1s
25 | sutra 33 1182 | 358 560 | 9 | 22m
26 | Sulteng 51 1603 | 466 633 7 | 2.760
27 | Sulut 55 2388 | 425 961 | 21 | 3gs0
28 | Gorontalo 1n 575 | 74 145 1 805
29| Maluku n| s | vw| 25 33| 1510
_30_| Maluku Utara LS 147 | 231 82 5 474
31 | Papua Barat 0 a | o 48 | o 89
32 | Papua 54 733 | 1464 478 37 | 2766

4.3.2. Sertitikasi P'lrlﬂ.‘il.lt

lumlah sertifikat perangkat yang diterbitkan
pada tahun 2011 mencapai 5365 pada tahun
2011 atau meningkat sebanyak 354 buah [6,6%)
dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 5011
pada tahun 2010, Peningkatan vang terjadi pada
tahun 2011 ini pga lebih tinggl dibanding tahun
sebelumnya yang hanya meningkat sebesar 51%.
Peningkatan umlah sertifikat standard yang culup
tinggi pada tahun 2011 ini terutama bersmmber

dari penerbitan sertifikat baru. Penerbitan sertifikat
bami pada tahun 2011 meningkat sebesar 15,9%
meskipun pada tahun  schelumnya mengalami
penurunan sebesar 1% Sementara untuk sertifikat
perpanjangan dan sertiikat revisi  mengalami
penurunan yang tajam. Feningkatan juga terjadi
untuk penerbitan sertifikat perpanjangan dan revis
dengan peningkatan sebesar 15,4% namun dengan
volume yang sedikit.
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Sumber: Dastik Ditjen SOPPI Tahun 2011

Gambar 4.2,
Parkambangan Jumlah Panarbitan Serdfikat untuk masing-masing Jenis 2006-2011

Penerbitan Sertikat menurut Jenis Pemaohon
menunjubkkan bahwa pada tahun 2011 sertifikat
perangkat yang diterbitkan lebih banyak yang
diapikan aleh importis umum dibandingkan dengan
yvang diapikan oleh distributor resmi perangkat
Tahun 2011 penerbitan sertifilkat standard yang
dia'pﬂun aleh 'ln,pl)ﬂ"l' Apmiam ml.-.n'n'lglul IE,-“'E

o

dan vang diajukan oleh oleh distributor reami
pstru menurun T,2%, Untuk penerbitan sertfikat
baru yang diajukan oleh importis wmum meningkat
hingga 0% sementara penerbitan sertifikat baru
untuk perangkat yang diajukan oleh distributor
resmi justru menurun sebhesar §,2%. Seperti yang
terlibat dalam pmhlr 4,7 dibaveah imi.

100%
ik
G5
st
20t "f
[ r!‘-/".. = — - -
Baru Ferpam) Rewvisi FerBew Tatal
20N
mimperic Umum §6,1% 36,3% 45,9% L] 61.45%
BDistributor Fesmd, 33,95 | 63,88 | 54a% | 7234 | mew
Sumber data : Dastik Ditjen SOPFPI tahoen 2011
Gambar 4.3. Komposisi Sertifikat Peranghat t jenis p h
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Penerbitan  sertifikat plnn&;"t menurut
kelompok besar perangkat pada tahun 2011
menunjukkan bahwa sebagian besar sertifikat
standard peragkat yang diterbitkan adalah untuk
kelompok Perangkat Pelanggan (CPE) Nirkabel, Dari
total 5358 sertifikar perangkat yang diterbitkan,
sekitar 71, M¥% merupakan sertifikat perangkat untuk
jenis perangkat pelanggan (CPE] nirkabel. KEelompok

peran rr':"nrl yang  bawyak  diterbitkan
sertifikatnya pada tahun 2011 adalah untuk penis
perangkat Transmisl yang proporsinga mencapai
211%. Sementara jenis perangkat yang paling
sedikit diterbitkan sertifikatnya adalah perangkat
Penylaran yang secara total jumlahmya hanya 66
buah atau hanya 1,.2% dari sertifikat perangkat yang
diterbitkan,

Haru F o rpae ) angan L FParpanjangan
Bl
mSanteal 1.1% Efe -] 0.0% 6%
mFaryiaran 1,1% 2,7 o,0% 3,7
BTraemis | 166% | GO | 2e5W | S00W
BLFE Nirkabel 76 7% 3L1% &5, 3-°t 25,0%
mCFEKabsl | 4% 2.7% % | 15.8%

Sumbeer: Dastik Ditjen SCPPI Tahun 2011

Gambar 4.4,
Kemposisi Penerbitan Sertifikat Perangkat menurut lenis Peranghkat dan Jenis Sertifikat

Menurut Negara Asal Perangkat. Thina
merupakan negara asal perangkat yang sertifikat
standardnya paling banyak diterbitkan pada tahun
2011, Selama tahun 2017 tercatat 3334 sertifikat
atandard hasil up yang diterbitkan unituk peranghkat
pos dan informatika asal China atau 52, 3% dard total
serfifikat yang diterbitkan. Negara asal peranghkat
terbesar berikutnya  yang diterbitkan  sertifikat
perangkatnys adalah Amerika Serikat, lepang dan

Taiwan. Namun jumbah sertiikal perangkat yang
diterbitkan untuk lketiga negara tersebut jaul
dibawah jumiah sertifikatperangkat yang diterbitkan
urntuk peranghat asal China karena jumlahnya masih
kurang dari 400 buah. Perangkat asal ndonesia
juga masih sangat sedikit yang diterbitkan sertifikar
perangkatnya. Selama  tahun 2011 hanya &4
sertifikat standard yag diterbithkan untuk perangkat
pave dan informatika asal indonesia.
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Sumber: Dastk Ditjen SDFPI Tahun 2011
Gambar 4.5, Distribus| sertifikat yang diterbitkan tahun 2011 menurut negara asal peranghat

4.3.3, Pangujlan Paranghkat

Jumlah perangkat yang diuf pada tahun 2011
mencapai 3034 perangkat dengan Surat Perintah
Pembayaran [5F2) yang dikeluarkan mencapai
3460 buah, Jumlah pengupan pada tahun 2011 ini
meningkat cubup besar yaitu 29% dibanding tahun
sehelumnya, Untuk jumlah 52 vang diterbitkan pda

tahun 2011 juga meningkat sehesar 41% dibanding
tahun sebeluminya. Secara umum Hn:ri.'l PETEUpan
perangkat ini pada tahun 2011 ini memang lebih
baik dibanding tabun-tahun sebelumnya. Pada
tahun 2010 penguan peraangkat dan penerbitan
SPZ hanya meningkat kurang dan 10% dibanding
tahun sebelumnya.

2009 2010 2011
msP2 2314 2438 3460
B RHU 2166 234 5034

Sumber: Dastik I'.'Iil.jerl SCFPPI Tahun 2011

Gambar 4.6. Perkembangan Pengujian Perangkat dan Penerbitan 5P2
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Cistribusi kegiatan pengujian pada l-‘hunﬁ!
menurutnegara asal perangkatmenun jukkan bahwa
perangkat pos dan informatika yang paling banyak
diuji pada tahun 2011 didominasi oleh peranghat
asal China yang mmlahnya mencapai 2275 unit
atau 75% dari total perangkat yang divg. Jumilah
perangkat asal China yang diuji pada tahun 2011

ini H?l‘l?]ghir besar daripada perangkat asal negara
lainnya, Pengufian terbanyak berikutnyas adalah
unituk perangkat asal lepang dan Taiwan, namun
dengan jumiah hamya 137 dan 10% unit. Bahkan
diluar tiga negara tersebut, pmiah perangkat vang
diuji selama tahun 2011 hanys kurang dardi 100
untuk masing-masing negara.

Tawean; 3,6%

Sumber: Dastik Ditpen SOPPI Tahun 2011

Cary icn:is peranghat yang d:'ui di BEPFT menii-
rut jenis perangkat bahwa perangkat telekomuni-
kasi yang paling banyak masuk ke ndonesia
dan dilabukan pengujian adalah telepon seluler,
Jumlah telepon seluler vang dilakukan pengujan
di BEPFT ini jauh lebih besar daripada perangkat
telekomunikasi lain. Selama wmhun 2011 jumiah
telepon seluler yang masuk dan dilakukan pengagan
mencapai 1610 atau 535% dan total perangkat yang
diufi. Sementara perangkat telekomunikasi kedua
terbanyak yang dilabukan pengujian adalah WLAN
hanya kurang dari 250 buah,

ghat yang diuji di BEPPT menurut MNegara Asal Tahun 2011

Propors telepon  seluler  techadap  total
perangkat telekomunikas yvang diuj di Balai Bevar
Pengujian Perangkat mencapai 53,1%. Sementara
untuk WLAN dam low Power yang menjadi
perangkat kedua dan ketiga yang paling banyak
dilakukan penguan, proporsinga hanya mencapai
B1% dan 65%. Perangkat telekomunikasi yang
banyak melekat dengan telepon seluler dan atau
banyak dipakai publik yaitu Bluetooth dan modem
uga memilski proporsi yang relatif tnggi dibanding
perangkat lain dengan proporst mencapai 4,7% dan
4,7%,
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Gambar 4.8, Kemposisi perangkat yang divji menurut Jenis Peranghat Tahun 2011

Cari berbagai jenis perangkat yang dilakukan
pengujian, perangkat asal China mendeminasi pada
hampir semua jenis perangkat. Perangkat asal China
tidak menonjol hanya pada jenis perangkat Radio
Microwawve, TV saran dan Radio Siaran. Untuk
perangkat Radio Microwave, proporsi peranghkat
asal China yang dilakukan pengujan di Balai

s 5 ¥ ¥ 888 28 YE
|

LI S

P
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&

pErIEI.IFII'I Ferangkat hanya mencap ai 3,29& Eahkan
untuk penis perangkat TV Siaran dan Radie Siaran,
tidak ada perangkat asal China yang dilakukan
pengujian untuk masuk ke indonesia, Untuk jenis
perangkat TV sdaran dan Radio Siaran ini didominasi
obeh perangkat asal 1taka.
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Sumber: Dastik Ditjen SOPPI Tahun 2011

Gambar 4.9, Komposisi jumlah perangkat yang diuji menurut jenis peranghat
dan negara asal Tahun 2011
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4.3.4. Sertifikasi Operater Radio |LAR, IKRAF, SKAR,
SHOR, PREOR)

Salah satu pengaturan dalam penggunaan

frebuensi  oleh  sigkeholder  adalah melalui

penerbitan izin bagi penggunaan frekuens radio
yang menipakan salah satu pelayanan publik yang
S0PPL Terdapat

dilakukan Dircktorat  Jenderal

Sefama tahun 2011 telah diterbitkan 10,433
lzin Amatir Radio (AR} di seluruh indonesia, Jumlah
ini jauh melebibi umlah penerbitan R selama
setahun pada 2010 yang hanya mencapai 3606,
Dengan kata lain terjadi bonjakan  pencapaian
penerbitan AR pada tahun 2011 sebesar 782%
dibandingkan dengan tahum 2010 atau meningkat
sehesar 18:%. Sementara untuk IKRAFP sampai
bulan Desember 2011 telah diterbitkan sebanyak

tiga jenis izinfsertifikat yang dikeluarkan yaitu Lin
Amatir Radio (IAR), kin Komunikasi Radio Antar
Pendudubk [IKRAF] dan Surat Kecakapan Amabir
Radio [SEAR). Secara implisit, jumlah ijin teckait
dengan mencerminkan

pengelolaan  radio i

penggunaan frekuens vang terjadi.

Suasana pelaksanaan uan amatir
radio di Jakarta

2715 ifn. lumlah IKRAP yang diterbitkan sampai
bulan Desember 2001 ini juga telah melebihi pmiah
IKRAP vang diterbitkan selama setahun pada 2010
dengan peningkatan sebesar 83%. Secara implisit
ini menun jukkan semakin dinamisnya pertumbuhan
pEngERUnaan yang
tercermin dari cukup dgnifikannya penerbitan AR
dan IKRAF yang diterbitkan pada tahun 2011.

frebuensi  oleh  masyarakat

12 008
10000

5.000 [
€000 |

4000 |

2.000

g
AR |

IERAP AR

3.969
104322

BICLD
3011

1476
2715

28BE
4821

Sumber: Dastik Ditjen SOPPI Tahun 2011

Gambar 4.10. Perbandingan Panerbitan IAR, IKRAP dan SKAR Tahwn 2010 dan 2011



Untuk Sorat Kecakapan l.mﬂ;i.r':ﬁi o, selama
tahun 2011 telah diterbitkan 4921 ijfn i seluruh
Indonesia. lumlah SKAR vang diterbitkan pada tahun
2011 ini juga meningkat sampai 704% dibanding
pr.rl:rhi.'l'.ln SKAR tahun 2010, Peningkatan pener-
bitan izin SKAR memang yang paling rendah
diantara ketiga jenis ifn kecakapan operator radio
ini, Namun kefiga jenis iin ini yaitu VAR, IKEAF dan
SKAR menunjukkan peningkatan yang tinggi pada
tahun 2011 dengan peningkatan lebih dari 50%
dibanding tahun sebehimmnya.

Sebaran jumlah ijin pengelelaan radio menurut
propindpada tahun 2011 paling banyakmasih ter jadi
di Pulau Jawa dengan terbanyak di Jawa Barat dan
Jawea Timur, Distribusi ini sesuai dengan penggunaan
frebuensi radio (ISR) yang juga tinggi pada wilayah
ini. Namun penerbitan izin pengelala radio ini juga
cukup tinggi di DK Jakarta meskipun memiliki luas
wilayah yang lebih kecil. Penerbitan izin yang terkait
dengan operasional radio menunjukkan pola yang
bervariasi dan berbeds antar daerah diantara tiga
Jenis iz surat yang diterbitkan, kin Amatir Radio
{IAR) menjadi ijin yang paling banyak diterbitkan
uniuk daerah-daerah di Fulau lawa dan jauh lebih
banyak dibandingkan IKRAP pada daerah tersebut.

T
a0
20%

o
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Jenis ign IKRAF, volume pencrbitannys
yang cukup tnggi terdapat di Javea Barat, disusul
Sumaters Barab Df Sumatera Barat, penerbitan
IKRAR bahkan lebih tinggi daripada AR, Sementara
untuk SKAR, paling banyak diterbitkan di Jawa
Timur dan DKl Jakarta dan Sulawesi Selatan.
Fada beberapa daerah, seperti Benghulu, Bangka
Belitung, Kalimantan Timur, Maleku Utara, Fapua
dan Papua Barat, SKAR menjadi ijin yang paling
banyak diterbitkan dibanding dengan dua jenis ign
lainmya.

Jka  dilihat  dari  kemposisingg  menurat
pulau besar, terdapat pola vang mirip dalam hal
proporsi tertinggi adalah wntuk penerbitan AR,
kecuali di wilayah Maluku-Fapua, di mana proporsi
penerbitan SEAR lebih 'ting!i. P-cningh tan ﬁgn'ii'il:m
pada penerbitan 1AR di Propins Sulawey Selatan
membuat pola komposisi pulau Sulawesi menjadi
mirip dengan pulau Jawa, di mana lehih dari &0%
terdiri dari WR. Bali-Nusa Tenggara puga memiliki
pola yang mirip dengan Kalmantan, & mana
proporsi AR dan SKAR yang diterbithkan culup
berimbang pada kisaran sckitar 407 dari total ipn
vang diterbitkan.

L

e Sumpters. lwm | Eab-MI | | b

kAR | ase | amoew

45,8%

WIKRAF | 24.0%

13.5%
| sos%

67.1%

maR

18, 1% S0.6% |
10.0% g% 14.3%
432% CER BI% |

Sumber: Dastik Ditjen SDFPI Tahen 2011
Gambar 4.11. Proporsl Sertifikat yang dikeluarkan menurut jenis sertifikat menurut Pulau Besar
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Disamping pengaturan dilakukan dalam ha
penggunasn frekuens radio melalui mekanisme
ipn bagi pengguna frekuensi, instrumen monitoring
dan pengaturan penggunaan frebuensi radio juga
ditakukan  melalui sertiikasi terhadap petugas
operator dari pihak pengguna frekuensi Terdapat
dua jenis instrumen yang digunakan yaitu sertifikasi
Fadio Elckironika dan Operator Radio (REOR) dan
Sertifikasi Kecakapan Operator Radio [SEOR). Kedua
instrumen ini dilakukan melalul pendidikan dan
upan negara yvang dilakukan untuk mendapatkan
kelulusan  untuk menunjukkan  kelayakan  dan
keabsahan sebagail operator radio.

Sampal dengan akhir tahun 2011, telah
diselenggarakan & kali ujian negara REOR yang
ditkuti oleh 2784 peserta. Upan didakukan di Bma
kota yaitu di lakarta, Semarang, Makassar, Surabaya
dan Batam. Penyelenggaraan ujian di Batam pada
2011 ini baru diselenggarakan setelah selama dua
tahun sebelumnya tidak ada penyelenggaraan di
Batam. lumlah peserta ujian REOR sampai akhir
tahun 2011 ini mencapai peningkatan hingga 10%
lebih tinggi dari total peserta wjian REOR selama

;mun .-H:ll'l'lilh. ini hanya 67% pka

tahun
dibandingkan jumlah peserta ufan REOR pada
tahun 2009,

Cari  distribusi  peserta  menurut  tempat
penyelenggaraan upan, peserta ujian REOR paling
ramyak masih terdapat di lakarta. Froporst peserta
ujian di Jakarta mencapai 70% dari total peserta
ujian sepanjang tahun 2011, Fropors ini meningkat
cubup tajam dari tabun 2009 dan 2010 yang
hanya mencapai 45% pada 2009 dan 44% pada
2010, Namun peningkatan ini dilkuti juga dengan
penurunan peserta di wilayah wjan lainnya yang
cubkup besar. Penurunan jumbah peserta ujran REOR
paling banyak terjadi di Semarang di mana hingga
Cesember 2011 hanya dishuti oleh 355 peserta.
Jumlah ind berarts Iun]m sebhesar 42% dihqrvdinghn
peserta di Semarang pada tahun 2010 atau
berkurang sebesar 489 peserta dibandingkan tahun
2010, Adapun di Surabaya jugs terjadi penurunan
hingga tnggal 30% dibandingkan tahun 20100
Cengan kata lain, berburang sebanyak 255 peserta
dibandinghkan tahun 2010,

Tabel 4.4.
Peserta dan Kelulusan REOR Tahun 2009- 2011

[ [ anie ] ]
Peserta lulus Peserta  Luks  Peserta  Lulus
2047 49 1098 478 1554

lakarta® 1500
Semarang 1621 a7 847 376 58 0z
Makassar 248 115 214 a5 144 128
Surabays 264 192 264 175 109 75
Batarm 0 ] 0 ] 18 148

*] termasuk Tangerang

Tingkat kelulusan peserta ujan REOR pada
tahun 2011 mencapai 77 4%, Pencapaian kelulusan
pada tahun 7011 ini lebih tinggi dari pada tingkat
kelulusan upan RECR selama setahun pada tahun
2008 yang hanya mencapai 514% dan tahun
2010 yang hanya mencapai 42,6%, Gambar 4.12,
menunjukkan tingkat kelulusan ugan RECR paling
tinggi adalah dalam penyelenggaraan ujian REOR
di Makassar yang mencapai 83,6%. Bahkan tingkat
kelulusan ujian REOR di Makassar ini meningkat
paling tajam. Tingkat kelulusan uwjian RECOR di

Makassar yvang pada tahun 2009 dan 2010 kurang
dari 50%. Tingkat kelulusan i Semarang juga
meningkat tajam hingga mencapai 84,4%. Tingkat
kelulusan Semarang tahun 2010 hanya mencapai
iB.5%.

Tingkat kelulusan ufan RECH di lalarta yang
pesertanya  paling  banyak, mencapai  76,8%.
Fencapaian kelulusan di lakarta ini juga lebih besar
daripada tahun 2009 dan 2010, Peninghatan tingkat
kelwlusan ujian KEOR pada tabun 2011 dibanding
tahun-tahun sebelumnya, walaupun tidak setajam
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mencapai tingka l-nli.iﬁuun 487, pada tahun 3011
mencapai tingkat kelubusan 70%.

— 2003 L2029, FULR]

u lakarin A5 A% a43,5% TE AN

LRGP 'l-lh 18 % B AN

Wik | 470% s TEnes
BSurabia T3 481% 63.7%
watam e

Sumber: Dastik Ditjen SOPPI Tahun 2011

Gambar 4.12.
Parbandingan Tingkat Kalulusan REOR manurut kota penyeleanggara 2009- 2011

Fenyelenggaraan ujian sertifikasi kecakapan
Operator Radio (SKOR} sampai akhir tahun 2011
baru dilaksanakan sebanyak tiga kali Jumlah ini
mengalami penurunan dibanding tahun 2009 (total
sembilan kali ujian], atau pada tahun 2010 [total &
kali ugan), Penyelenggaraan ujian SKOR pada tahun
2011 hanya dilaksanakan di Eatam, Balikpapan
dan Mataram masing-masing pada bulan lanuari,
Maret dan Mei atau seluruhnya pada semester 1,
Sementara pada semester 2 tahun 2011 ini tidak
ada pelaksanaan ujian SKOR

Penurunan  frekuensi wjian ini  juga  diduti
dengan penurunan jumlsh peserta ujian di masng-
masng kota. Total peserta ujian SKOR pada tahun
2011 hanya mencapai 130 orang, sementara pada
tahun 2010 meéncapai 259 crang. Bahkan pada
tahun 2009 umlah peserta ujian REOR mencapai
553 orang. Penurunan ind terjadi karena dua hal
Fertama kurangrya minat dari operator radio yang
akan mengikuti upan sertifikasi SKOR. Kedua sulit
menentukan padual sertifikas SKOR dengan jam
kerja operator radio di perusahaan (operator radio
masing-masing memiliki jam kerja yang berbeda).

Tabel 4.5.
Peserta dan Kelulusan SKOR Tahun 2009- 2011

(Paserta  Lulus  Pasarta  Lulus
EBatam 0 &1 120 111 43 36
Fekanbaru 195 123 2 76 a o
Denpasar &0 54 i [1] 0 [i]
Ealikpapan 71 13 0 0 53 53
Mataram B3 53 L] 1] 34 34
EBanjarmasin 140 128 30 D a 0
Jakarta o [ 65 B5 o o
TOTAL 553 4499 299 276 130 12%
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Dari sis tingkat kelulusan upan SEOR terpadi
kenaikan tingkat kelulusan pada penyelengaraan
ugan SKOR tahun 2011, Tingkat kelulusan upan
SKOR thun 2011 mencapai 54,6%, meningkat
dibanding tingkat kelulusan pada tahun 2005 dan
2010 wang masing-masing hanya 20,2% dan 92,38,
Peningkatan ini terutama berasal dari pencapaian
upan SKOR di Balikpapan dan Mataram yang tingkat
kelulusannya mencapai 100%. Sementara tingkat
kelulusan wpan SKOR di Batam justru menurun
menjadi 83,7% setelah sebelumnya total mencapai
B7,1% pada 3005 dan 592,5% pada tahun 2010

4.53.5. Monitoring dan Penertiban Frekuensi dan
Perangkat Pos dan Informatika
4.3.5.1. Monitoring dan Penertiban Frakuensi
Hasil monitoring penggunaan frekuend yang
dilakukan oleh UFT monitormg spekirum frebuens
radio (UFT Monfrek) menunjukkan adanya varias

mpmlah  temuan  pelanggaran  frekuens  untuk
masing-masing UFT Monlrek Variass banyaknya
temuan gangguan frekuensi ugs termyata tidak
menunpkkan  korelasi  dengan  status/besamya
UFT dan tingginya mtensitas penggunaan frekuens
di mana UFT Monfrek tersebut berads, Temuan
pelanggaran penggunan frekuensi paling tnggi
pada tahun 2011 didapat oleh UFT Monfrek
Surabaya yang berstatus Balai Monitorng Kelas 1l
dan intensitas penggunaan frekuensd cukup tinggl.
Hamun temuan pelanggaran frekuensi terbesar
berikutnya ataw juga tergodong cukup tinggi didapat
oleh UPT Monfrek Padang dengan 95 temuan, UPT
Maonfrek Palembang dengan 52 temuan dan UPT
Maonfrek Benglulu dengan 49 temaan pelanggaran.
Untuk wilayah di hear lawa dan Sumatera, temuan
pelanggaran paling tnggi didapat oleh UPT Monfrek
Kupang vang mendapatkan 77 pelanggaran selama
tahun 2011

Eendaran Cperasional Monitoring
Frebuens di Jakarta

e, -

Sy

Sementara  beberapa UPT Monfrek  yang

tergolong  besar  dan  intensitas  penggunaan
frebuensi di kota tersebut juga besar, tidak
menunjukkan  temuan  pelanggaran  penggunan

frekuensi yang besar. Beberapa UFT Monfrek
yang besar di Jawa seperti UFT Monfrek Bandung
dan UFT Maonfrek Semarang hanya mendapatian
kurang dari 25 temuan pelanggaran. UFT Moanlrek

==

Jakarta wang berstatus Ealsi Monitoring Kelas |
serta daerahnya memiliki intensitas penggunaan
frebuensi yang tinggi, tidak mendapathkan temuan
pelanggaran penggunaan bekuensi di wilayah
kerpamya. Sebaliknya UPT Monfrek layapura yang
wilayah kerjanya tidak terlalu memiliki intensitas
penggunaan frekuens yang tinggi mendapatkan
temuan 23 pelanggaran frekuend.
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Rekapitulasi Penertiban oleh masing-masing UPT Tahun 2011

UPT NAD 5 0 11 18 [ 18

UPT MEDAN 12 ] a 12 o | 12 &

"UPT PADANG ] ] 10 a5 B | o 95

UPT PEKANBARLY m Li} o 10 -5 | Li] 45}

LIPT JAMBI a ! [i 32 a | o 2 EF]
LT BABEL 9 a0 1 10 z | L] B 10
UPT BATAM 7 0 0 T 1 | a4 2 7
LFPT PALERARANG a5 Li} & 52 2 L] 50 52
UPT BEN GEUILLI a3 a 3 a8 FE 0 a7 an
UPT LAMPUNG ] ] 0 4 g | o 4 4
UPT DKI JAKARTA 15 ] o 15 o | @ 15 B
UPT BANTEN 22 a Q e L 13 B 22
UPT BANDUNG 13 (1] o 13 £ | 2 B 13
UPT YOGRAKARTA 1 0 o 1 o | o 1 1
UPT SEMARANG 2 (] 1 £7] 1| o El] [TR
UPT SLIRABAYA 145 4] a 145 g | 4 142 145
UPT DENPASAR 34 [ a a5 L 5 a5
UPT MATARAM & q i 5 | 0 & 5
UPT KUPANG 25 ar 5 77 2 | 50 7
UPT SAMARINDA & i 1 7 o | 0 T 7
UPT BALIEPAPAN 28 [ a 28 a | o 28 26
UPT PONTIANAK a4 0 0 ad 12 3 T pY]
Lﬂmm 1m0 & =] 12 a I L1 12 L
LIPT BAN IARMASIN 1] Li] 5 | o 1] 23 2F
"UPT MANADD 17 T ] 18 | & ] 18
UPT PALL 24 13 1 <] g | i -] 3%
UPT MAKASAR o ] 5 5 g | o 5 5
UPT AMBON 5 1 o 3 o | o & 5
UPT GORONTALD 2 [] o 2 e | e z F
UPT TERNATE 1 ] o 1 o | o 1 1
UPT KENDARI 12 1 0 [E] ] [ 13
LT IAYAPLIRLA 3 2 o ET] B | o T 23
LIPT M ERALIKE 2 (] a § 2 [ & a &
UPT TAHLN A 1 2 o 3 a | o 3 E]
UPT SORONG 13 1 1 15 o | @ 15 1

Eomposisi  jenis  pelanggaran  penggunaan
freluensi pada tahun 2011 sangat didominasi oleh
pelanggaran dalam bentuk penggunaan frekuens
secara illegal [tidak memiliki izin penggunaan).
Sekitar 85,8% dari pelanggaran yang ditemukan
adalah  dalam  bentuk pengpunaan  frekuens
secara illegal Sementara proporsi pelanggaran
penggunaan frekuenss dalam bentuk izin yang
kadaluarsa dan penggunaan frekuensi yang tidak

sesuai peruntukan masing-masing hanya 7,3% dan
B,%%. tindakan yang diberikan oleh UPT Monkrek
atas pelanggaran tersebutl sebagian besar masth
berupa peringatan kepada pengguna frekuensi.
Sekitar 84,2% dari tindakan yang diberikan atas
pelanggaran penggunaan frekuens adalah dalam
bentuk peringatan. Sementara propors tndakan
dalam bentuk penyegelan hanya 59% dan dalam
bentuk penyitaan hanya 5,85
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Gambar 4.134
Komposisi Jenis Pelanggaran Tahun 2011

Sumber: Dastik Ditjen SDPP Tahun 2011

4.3.5.2. Laporan Gangguan Frekuensi

Selain - melalui  kegiatan monitoring  yang
dilakukan olch UFT Monfrek, temuan gangguan
frekuensijuga didapatdarilaporan yangdisampaikan
masgarakat atau stakeholder terhadap adanya
gangguan frekuensivang dialami. Laporan gangguan
frekuensi tersebut disampaikan kepada UFT untuk
mendapaikan tindak lanjut.  Selama tahun 2011
telah  diterima sebanyak 91 laporan gangguan

LL LY
. Segel,
& 0%

Gambar 4138

Komposisl fenis Tindakan Penertiban oleh UPT
Tahun 2011

frebkuens di 17 UPT dengan lokas yvang tersebar
di seburvh wilayah Wndonesda. Laporan gangguan
frekuensi terbanyak di terima di UFT diwilayah lawa
terutama di Bandung yang mendapatkan 16 laposan
temuan gangguan frekuens, disusul DK Jakarta
yang menerima 14 laporan dan DI Yogyakarta yang
menerima 13 laporan gangguan freluensi. Untuk
wilayah luar Jlawa, laporan gangguan frekuens
paling banyak terdapat di Padang yang menerima 5
laporan gangguan frekuensi,

Tabel 4.7.
Laporan Gangguan Frekuensi menurut Kota Tahun 2011

o e | LR
Gangguan Gangguan Gangguan
Banda Aceh 3 Banjarm asin 1 Manado 2
Medan 2 Palangkaraya ) Palu L]
Padang 5 Bandung 16 Makassar o
Jam bi 1] SEm arang ] Kendari a
Pekanbaru 0 Surabaya 12 layapura 1]
Batam 5 DI Yogyakarta 13 Merauke o
Palembang 1 Denpasar B Ambon [i]
Benghkulu 1 Mataram 1 Temate o
Lampung 0 Kupang 0 Pangkal Pinang 0
DK Jakarta 14 Sam arinda 1 Gorontale 0
Fontianak 1 Balikpapan 0 Banten 5

Laporan gangguan frekuens antara semester 1
dan semester 2 tahun 2011 menurut pulau besar
mrﬂunj.:l:’lrann bahwa pada pulau-pulau besar de-
ngan intensitas penggunaan frekuensi yang tinggl,
laporan gangguan frekuensi lebih banyak didapat
pada semester 1 daripada semester 2, [8 Pulay

Jawa dan Sumatera, laporan gangguan frekuensi
pada semester 1 jauh lebih besar daripada daripda
semester 2. Laporan gangguan frebuens yqnglrhil
besar didapal pada semester 7 hanya terjadi di
Saflawesi Utara.
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Gambar 4.14.
Perbandingan laporan gangguan frekuensi menurut pulau besar semester 1 dan 2 tahun 201

Cari s jenis frekuens yang paling sening  masing 8 laporan gangguan untuk frebuensi radio
mendapat  gangguan, penggunaan  frekuensi  FM dan penerbangan. Laporan gangguan frekuensi
wnituk radio FM dan frekuensi untuk Aeronautikalf untuk kedua penis frebuensi ini jaub lebih besar
penerbangan, Selama tabun 2011 terdapat masing- daripada gangguan untuk jenis rebuens lain.
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Gambar 4.15.
Jurilah gangguan frekuentl menurut jenks frekuensi tahun 2011
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4.3.5.3. Monitoring Penggunaan Pera

Selain melakukan monitoring terhadap peng-
gunaan frekuensi, pengendalian atas penggunaan
sumber daya dan perangkat pos dan informatika
juga dilakukan melalui monitoring  terhadap
penggunaan perangkat pos dan informatika yang
dilaksanakan oleh Sub Direktorat Monitoring dan
Penertiban Pcnnﬂ'll Pos dan nlormatka. Dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinga, Sub
Direktorat Monitoring dan Penertiban Peranghkat.
Sebagai  tujuan  dari  pengawasan  terhadap
perangkat pos dan informatika adalah pembinaan
terhadap pengguna perangkat pos dan infermatika
agar mematuhi ketentuan peraturan perundang:
undangan yang berlaku; dan  juga sebagai
perindungan  terhadap  konsumen/masyarakat
sefta pengamanan operasional perangkat terhadap
sistermn telekomunikasi nasional.

nitoring terhadap kescsuaian label alat/
perangkat terminal pos dan informatika selama
tahun 2011 yang dilakukan di 11 lokasi menunjukkan
sekitar 92,9% label alat/perangkat vang digunakan
sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Hasil
monitosing di Bali, Sulawesi Barst, Gorontalo dan
Papua menunjukkan  seluruhmya  sudah  sesuai
dengan peraturan yang beraky, Tingkat kesesraian
label perangkat dengan peraturan, paling rendah
terdapatdi Kalimantan Barat. Dari 56 label perangkat
yang monitoring, hanya 73,2% yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku, Sementara monitoring
vang dilakukan di Yogyakarta terhadap 84 label
perangkat mendapatkan tingkat kesesuaian yang
cubup tinggi yaite mencapai 54%. Adapun hasil dari
kegiatan dimaksud schagai berikut:

Table 4.8.
Pengawasan Labal Alat/Perangkat Terminal Pos dan Informatika

PEFETUrEN YRNE

barlaku
 logjakarta 73 £l
NTT 22 z
Kalimantan Barat 41 15
Sulawesi Tenggara 20 3
Kepulauan Fiau 33 T
Gorontalo 62 o
Malubu 37 1
Sulawesi Barat 18 0
Bali 36 0
Papua ig 1]
Jakarta B0 1
TOTAL 446 34
Untuk kegiatan Pengawasan EKeberadaan kesesuaian  keberadaan  pemegang  sertifikat

Pemegang Sertifikat Alat dan Ferangkat Terminal
Pos  dan  Wnformatika, Kegiatan  monitoring
dilaksanakan di & kota, Dalam pelaksansannya
dilakukan pengecekan sertifikat alat/perangkat pos
dan informatika yang dimiliki oleh para pemegang
sertifilkat apakah sesuai dengan perangkat yang
diimpor erta  alamatl sesuai dengan data o
sertifikat tersebut. Hasll monitoring menunjukkan
tingkat kescsuaian yang mencapai 97,67 Tingkat

perangkat paling tinggi terdapat di Jakarta dimana
dari 301 sertifikat alat/perangkat yang dimonitoring,
!EJuruhl‘qu SEual dm;.ln peraturan yang berlaku.
Sementara hasd monitoring sertifikat peranghkat di
Makassar menunjukkan tingkat kesesuaian yang
paling rendah, Dari tujuh buah sertifikat alat/
perangkat yang dimoniter, tingkat kesesuaiannya
dengan peraturan hanya 57,1%.



LAPORAN TAHUNAN 2012

Pengawasan Keberadaan Pemegang Sertifikat Alat dan Perangkat Terminal Pos dan Informatika

Jumlah Sertifikat Alat/Perangkat

yang berlaku yang berlaku
lakarta -301 o
Surabaya 51 a8
Menado 4 1
Makazar 4 3
Kep. Riau 259 q
TOTAL 619 15

Untuk kegiatan monitoring layanan  puma
jual [service center) pemegiang sertifikat alat dan
perangkat selama tahun 2011 dilakukan di 13
kota. Hasil monitoring terhadap layaman purma
jual pemegang sertifikat peranghat menunjukkan
secara lotal mencapai 92, 7%. Tingkal kesesusian
keberadaan layanan purna jual yang tinggl terdapat
di Jakarta, Padang, Palembang, Batam, Surabaya,

Semarang dan Bali dimana dari seluruh layanan
purna jusl pemegang sertifikal alat/peranghat yang
dimoniter telah sesual dengan peraturan. Tingkat
kesesuaian layanan purna jual pemegang sertifiat
alat/peranghkat paling rendah terdapat di i Banda
Aceh dimana dari lima layanan purna pual yang
dimonitor, tngkat kesesualannya dengan peraturan
hanya 0¥,

Tabel 4,10,
Varifikasl Layanan Purna Jual [Service Cantra) Pemegang Sert Akat
Perangkat Terminal Pos Dan Informatika

Jumiah Layanan Purna Jual {Service Centor) ||

Sesual peraturan
vang berlaku

Tidak sesual peraturan
yang berlaku

| Jakarta.

| Bamda Aceh

"Medan

i Padan!

Palembang

| Batam

 Surabaya

| Semarang

j Makasar

Ball

ogistarta

Bandung
TOTAL

Blw et lv|v|o|o|-ivniwie
o= olo(ofo ok s
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Untuk  kegiatan pm:riib«ln ala
terminal Pos dan nformatika secara terpadu, pada
tahun 2011 dilakukan kegiatan dilaksanakan di 3
kota propinsi. Kota yang menjadi lokasi penertiban
adalah  Banjarmasin, Jogakarta dan fakarta,
Dalam pelaksansan penertiban dilakukan dalam
bentuk pembinaan terhadap penyelenggara radio
dan televisi siaran yang sudah memiliki 15R, yaitu
dilakukan pengecekan perangkatl dan sertifikat
yang dimiliki. Mka diternukan pengguna yang belum
memiliki  sertifikal perangkat maka dilakukan
peringatan dan dituntun agar melakukan sertifikasi

atas perangkat yang dimiliki. Tghkat kepatuhan
kepemilikan sertifikat penyelenggara radio staran
menunjukkan kondisi vang sangat rendah. Dari
100 penyelenggaran radie siaran, hanya 0%
penyelenggara yang memiliki sertifikat atas alat/
perangkat yang digunakan. Tingkat kepatuban yang
rendah justru terdapatdi Jogjakarta dan Jakarta vang
merupakan kota besar dengan tingkat kemajuan
pembangunan dan dinamiks sosal-ckonomi yang
lebih tinggi yaitu masing-masing hanya 11,1% dan
13,3%. Adapun hasil dari kegiatan dimaksud adalah
sebagai berikut ;

Table 4.11.
Penertiban Alat [ Perangkat Terminal Pos dan Informatika secara Terpadu

i
Wilayah kel

| Barsertifikat

| Jumlah Penyelenggara Radio

Jumlah Penyelenggara
Televisi Siaran

Tidak Tidak

1 | Banjarmasin 10 5 13 2
2 | Jogjakarta 4 32 11 2
3 | Jakarta 6 19 15 1

TOTAL 20 80 39 5

Berdasarkan hasil monitoring perangkat, untuk
masng-masing penis monitoring yang dilakukan,
tingkat kepatuhan pengguna perangkat pos dan
informatika terhadap ketentuan peranghkat tersebut
relatril cukup tnggi Untuk tiga jenis monitoring
yaitu penagawasan label alat/perangkat terminal,
pengawasan  keberadaan  pemegang  sertifikat
alatfperangkat dan verifikas layanan purna jual,
menunjubkkan tngkat kepatuhan yang mencapai
diatas 0%, Secara lengkap, tingkat kepatuhan
dari hasil penagawasan alat dan perangkat adalah
sebagai berikut :

1. Pengawasan Label Alat/Peranghkat

Terminal Pos dan Telekomunikasi 93%
2. Pengawasan Eeberadaan Pemegang

Sertifikat Alat dan Peranghkat Terminal

Fos dan Informatika a7 %
3. Penertiban Alat [ Perangkat Terminal

Fos dan informatika secara Terpadu 1%

4. Verilikas Layanan Purna bual Cervice
Center) Fermegang Sertifikat Peranghat
Terminal Pos Can nformatika a7 %
Prosentase rata-rata dari 4 kegiatan pengawasan
adalah @

(M3 dTHe N K0T H) fAs82 %

4.4, Capalan Frogram Karja Prioritas
4.4,1, Penyusunan Road Map Sistem Pengelolaan
Spektrum Frekuensi Radio [SPFR)

Sistern Monitoring Freluensi Radio (SMER)
merupakan bagian dan Sistem Pengelofaan Spek-
trum Frekuensi Radio (SPFR) yang telah dirancang
pembangunannya dalam readmap 2008 - 2012 dan
bersifat integratil antara seluruh UFT Monitoring
Frekuensi Radio dengan Fusat Monitering Nasional
(PMM) dan Sistem Informasi Manajemen Frekuensi
{SIMF) yang ada di kantor pusat Citjen SOPFI di



Jakarta, Sistem imi diadakan unm.it' menin n
kemampuan  monitoring  pengguna  frekuenss
dan mendeteksi sumber pancaran dalam rangka
pemantavan kepadatan  frekuensi, penanganan
gangguan interferensi freluensi serta mendeteks
pelanggaran penggunaan rekuensd,

Roadmap  Sistem  Monitoring  Frekuenss
Radio sudah disahkan olefh M info menjadi
Peraturan Menten Kominlo Nomor 18/PERSM.
KOMINFO/09/2011 tanggal 9 September 2013
tentang Fedoman pembangunan  infrastruktur
sstem  pengelolaan daya  spektrum
frekuens radio,

sumber

Foadmap Sistem Pengelolaan Sumber Daya
(SELADA) merupakan pedoman pembangunan dan
pengembangan  infrastrukiur Sistern Pengelofaan
Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio [SELADA
‘S-FH.] Secara
dilakukan secara bertahap meliputi pembangunan
infrastrukiur sampai dengan tahun 2013 dan
pengembangan  nfrastruktur SELADA  selelab
tahun 2013 wntuk melaksanakan fungs-fungs
pengawasan dan pengendalian frekuensi radio
dalam rangka terwujudnya suaty  Manajemen
Frekuensi Radia yang lebih baik,

nasonal dan l:rirll.:gunl yang

Hoadmap ini mencakup:

1. Perencanaan pengembangan pembangunan
infrastruktur SISLADA S5FR yvang melibatkan
UFT terkait dengan memperhatikan kondisi
tingkat kepadatan pengguna frekuens radio,
aspek  geograks, pemeliharaan  perangkat
serta dukungan  pengamanan  sehingga
pemilihan jenis dan fungsi perangkat di dalam
pemakaiannya dapat optimal.

4. Pelaksanaan pembangunan
sISLADA  SFR melipun

infrastruktur
pembangunan
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stem ':!it-uriil:ulirl: Frekuensi Radio [SMFR],
pembangunan  Sistern  nformasd Frekuens
Radio (SIMF) dan pengadaan alat pendukung.

i, Penga dan peng: P gunan
infrastruktur SISLADA SFR dilaksanakan oleh
Cirektur lenderal SOFFL

dali b

4.4.2. Penyusunan Read Map SIM SDPPI

Untuk mendukung penyelenggaraan teleko-
munikas yvang baik di Indonesia, maka SDFFI
berkomitmen untuk menyafikan layanan perignan
sumber daya, perangkat pos, dan informatika
dengan lebih baik melalui e-licensing. SDFFI
berkomitmen untuk mengadi pelopor layanan yang
ramah, mandiri, dan cepat melalui e-Licensing dan
e-Process. e-Licensing adalah layanan perignan
terintegras berbads intemet yang ml.-mungl;inl:ln
pemohon spekirum frekueny dapat mengajukan
permohonan izin spektrum frebuensl radio tanpa
perlu bertemua dengan petugas SOPFL efrocess
afalah layanan internal yang menjamin proses
internal SOPPI dapat dilihat secara transparan dan
dapat dijalankan secara terotomatisasi.

EBerdasarkan arahan strategis dari Direktorat
lenderal SDPPL, 4 prioritas Teknologi Informas telah
disusun untuk menjadi pegangan dalam menyusun
program  kerja  strategis i bidang Teknologi
Informase Ml:lng—mlsfng pril;rri'[aﬁ. memiliks ’.'I.II’.II.I'I
strategis dan timeline yang akan mendukung
pencapaian strategi tersebut. Priogitas strategisnya
adalah sebagai berikut;

i bawah ini disajikan roadmap IT Maiter Plan
SDPPLdari hun 2012 sampal dengan 2017 dengan
dilenglapi berbagai strategic inffative-nya,
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Gambar 4.16.

Roadmap IT Master Plan SDPP1 dari tahun 2012 sampal dengan 2017

4.4.3. Pembangunan SPFR Tahap 3

Pembangunan  sistem  monitoning  frebuens
untek mendukung operasional monitosing dan
penertiban  penggunaan  spektrum  frekuens
radio sudah dilalukan sejak tahun 1982, Secara
sngkal tahapan - twhapan tersebul adalah sebagan
berskut:

1. Pengadaan kendaraan pencari arah (DF) pada

tahun 1982, saat ini kendaraan tersebut ada di

museum belekomunikasi TMIL

Froyek Rodio Monitoring System [RMS) 1| yang

berasal dari pinjaman pemerintabh  lepang

tahun 1985

Proyek Radie Monitoring Spstem (RMS) 0 yang

berasal dari pinjaman pemerintah  Jepang

tahun 1951

4.  Proyek Radio Monitoring System (RNE] 1 yang
berasal dari pinjarman pemerintah  Perancis
tahun 19596,

LX)

e

5, Proyek Radio Monitaring System (RMS) IV yang
berasal dari pinjaman pemerintah  Perancis
tahun 2001,

6.  Pengadaan Stasiun bergersk yang bersumber
dari dana APEM pada tahun 2002
Dengan  semakin - mewmsingka tnya

frekuens radio di selurub wilayah ndoneda maka

dibutuhkan suatu sistem baru yang tidak hanya
handal dan mutakhir namun juga harus dapat

peRgRuna

terintegras secara nasionsl dan dapat terintegras
dengan database pengguna frekuensi radio [SIMF).
Untuk itulah sejak tahun 2009 Gitpen SOPP1 mulai
merencanakan dan membangun SMFR generas
baru secara bertahap sebagaimana diatur dalam
Peraturan  Menteri Komunikasi dan  informatika
Homor 18 2011 tentang  Pedoman
Pembangunan  nfrastruktur  Sistem Pengelolaan
Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio.

tahun



Berdasarkan Pératuran Menkommbio nomor 18

tahun 2011 disebutkan bahwa Sistem Monitoring

Frekuensi  Radio [SMFE}  adalah  selumpulan
perangkat monitor dan atau radie pencan arah.
Keseluruhan sstem pemantau gpektrum frekuena
radic memiliki elemen — elemen atau subsistem
yang tersebar di area pantavan, pusat pemantauan
pengendabiwilayah |UPT) dan kantor pusat. Elemen—
elemen tersebul sebagaimana ditunjukkan pada
pambar diatas adalah sebagai berikut:

1. Pusat Monitor Nasienal (PMN)  adalah
sehumpulan program  aplikasi piranti keras
dan piranti lunak yang secara keselurubhannya

menyediakan funga — Pungs pemantavan

LAPORAM TAHUNAN 2012
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Maobil Monitoring dan Pelacak
sumber frekuensi di daerah

perangkat dan hasl monitoering dari SMFR yang
ada di setiap UFT PMN terintegrasi dengan
SIMF

Stasun Pengendali (5P) yang ditempatkan di
kantor UPT yang berfungsi untuk mengendali-
kan semua stasiun monitor yang ada diwilayah
UFT Eecuali untuk Stasion Monitor tetap LF
— HF stasiun pengendalinya berada di kantos
pusat lakarta.

Stamun Monitor (5M) yvang merupakan stasiun
vang befid penerima [MON) dan atau fungs
pencari aral [DF), terdini dari Stasiun monitos
tetap [fixed]) dan bergerak (mobile).

Konfigurasi SPFR

Gambar 4.17. Konfigurasi SPFR
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SMFR di lingkungan Gitjen SOFP) terdin dan
berbagai jenis sesuai kebutuhan, yaitu:

1. Stasiun Monitor Tetap, yeng terdini dari 2
macam sesuai freluensi operasinys, yaite ;
8.  Stasiun tetap LF — HF yang beroperasi pada
frekuensi sampai dengan 30 MHz
.  Stasiun tetap VHF — UHF yang beroperasi
diatas frebuens 30 MHz
2. Stamun  Monitor  Bergerak  yang  memilsk
kemampuan pada pita lrekuens HE-VHF-LUHF
dan SHF yang dapat beroperasi di selurih band
frekuensi,
Pada tahun 2004 telab dibangun SMFR tahap 1
yang terdini dari :

1. Fusat Monitoring MNasional [(FMN] yang
terintegrasi dengan SIMF di Kantor Pusat Ditjen
SDPPdi Jakarta

Z. Stasiun telap VHF-UHF di wilayah lawa Timur
yang merupakan wilayah kerja UFT Balmon

'Krfﬂ. .II' Syrabaya yang terdini dari 1 stasiun
pengendali di kantor UFT Surabaya dan 6 sta-
siun monibor di Benowoa, Sukodona, Mulyore jo,
Kediri, Malang dan Frobolinggo.

3, Stasiun bergerak untuk UPT Surabaya, yang
terdini dari & unit stasien monitor dan 2 unit
stasiun pencari aral,

Pembangunan pada tahun 2009 merupakan
pembangunan fahap pertama untuk mendapatkan
model SMFR yang ideal baik dari sistem peranghat,
pengoperasian dan pemeliharaan. Berdasarkan
hasil pembangunan tersebut maka telah dilakukan
penyempurnaan disain sistern untuk efektihtas
operasional menitoring spektrum frekuensi radio.
Salah satu sistem yang disempurnakan yang
dijadikan dasar pembangunan sistem selanjuinya
dalah penggabungan fungsi monitor dan pencari

arah pada stasiun monitor bergerak.

Fusat Manitoring Nasional
di lakarta

Selanjutnya pada tahun 2010 telah SMFR tahap
7 vang beroperasi di & wilayah propins yaitu Eali,
Eep. Riau, Banten, NTT, Aceh dan Kalimantan Timus.
Stasiun — stasiun tersebut adalah:

a2 stasiun tetap VHF - UHF di 2 wllayah propinst
yaitu:

1. Bali, yang merupakan wilayah kerja Balmon
Kelas Il Denpasar, terdiri dari 1 stasiun
pengendali di kantor UFT Denpasar dan 3
stasiun tetap di Kuta, Bajra dan Banghi,

2. Kep. Riaw, yang merupakan wilayah kerjs
EBalmon Kelas 1l Batarmn, terdiri dari 1
stasiun pengendali di kantor UPT Batam
dan 4 stasiun tetap di Batam, Nongsapura,
Tanjung Uban dan Tanjung Balai Karimumn,

b. 2 stasiun tetap LF - HF di Banten dan Kupang

[NTT)

c. 4 stasiun bergerak di Aceh, Medan (Sumut),

Batam {Kepri) dan Samarinda [Kaltim),



Pada tabun 3011 telah
3 yang beroperas di 13 wilayah propins yaitu lawa
Tengah, Banten, Riau, Sumabera Utara, Kalimantan
Timur, lawa Barat, DKl lakarta, Sumatera Barat,
Gorontalo, Sumatera  Selatan,  Yogyakarta,
Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Stasiun
~ stasiun tersebut adalah:

a. 3 stasiun VHF-UHF di 3 wilayah propinsi yaitu ;
1) Jawa Tengah, yang merupakan wilayah
kerja Balmon Kelas Il Semarang, terdiri
dari 1 stasiun pengendali di kantor UPT
Semarang dan & stasiun tetap di Mgaliyan,
Gunung Pati, Mranggen, Slawi, Purwvokerto

dan Surakarta,

2) Banten, yang merupakan wilayah kerja
Balmon Kelas 1| Tangerang, terdiri dari
1 stasiun pengendali di kantor UFT di
E.lngh.ltlu dan 4 stagun tetap di Serang,
Cilegon, Tangerang dan Fandeglang.

3} FRiaw, yang meropakan  wilayah  kerja
Ealmon Kelas Il Pekanbaru, terdini dar 1
stasiun pengendali di Kantor UFT Pekan
Baru dan 4 stasiun tetap di Dumai Bukit
Raya, Tapung, Rumbai dan Eenghalis
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n monitor tetap HF di 2 di Medan
[Sumut) dan Samarinda |Kaltim].

c. 10 stasiun bergerak VHF - SHF untuk UPT
Bandung [labar), lakarta, Padang 1Su.ml:lr],
Ealikpapan (Kaltim], Gorontalo, Palembang
[Sumsel], Yogyakarta, Semarang [latengl,
Fontianak (Kalbar) dan Palangkaraya | Kalteng).

Hamun demikian dalam Fenetapan Kinerja
tahun 3011 yang telah ditetapkan Ditjen SOFFI
hanya menghitung stasiun monitor letap saja
yaitu stasiun monitor tetap VHF — UHF di 3 wilayah
propinsi dan stasiun monitor tetap HF di 2 wilayah
propins sehingga dari target sebanyak 5 wilayah
propiny kesemuanya sudah dapat tercapai pada
akhir tahun 2011.

Dengan telah diselesaikannoya pembangunan
SMFR tahap 2 ini maka realisas pembangunan
SMFR telah sesual dengan target secara rata — rata
sebesar 68,5 persen pada tahun 2011 sebagaimana
telah ditetapkan dalam Permenkominfo No. 2 Tahun
2011, Target dan realisasi pembangunan hingga
tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini ¢

Tabel 4.12.
Target dan realisasi pgmbangunan pembangunan SMFR

1 Isuaiuuu'l; HF

WEEW

Peningkatan infrastruktur SMFR dapat bei-
potensi meningkatkan PNEF dari BHF Frekuensi
Radio, karena demgan sistem ini meninghatkan
fungsi pengawasan penggunaan frekuensi radio,

4.4.4. Pengembangan 5IM SDPPI| Tahap 1

Dalam  rangka  Mendorong  terciptanya
manajemen spektrum frekuensi radio yang tertib
dan  transparan sehingga dapat meningkatkan

REALISASI

e TAHUN PEMBANGUNAN 5
mm 2011 | 2012 | 2013 | HINGGA 2011 |

15 UPT (44 %)

Pendapatan Nasional Bukan Pajak [PNEP] dari Biaya
Hak Penggunaan Frekuensi Radio.

Latar Belakang Pernbangunan SIMS:

1). EBerkembangnya organisasi dan  kebutuhan
layanan

2).  Audit Badan Pemertksa Keuangan :

a) Segera di bangun SIMF wversi indonesia
{lokal] yang di develop oleh Tenaga Kerja
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3}

)

€

Calam Negeri [TKDN] dengan semaksima
mungkin memanfaatkan open sowrce;
Segera dibangun software abutansidimana
software billing dan pembuatan laporan
vang didukung oleh system dan prosedur
yang seharusnya;

Segera di susun Rood Map dan S0OF Untuk
IT dan dilaksanakan dengan tertib.

Audit dan rekomendasi PWE &

a}

L]

e

dj

Menetapkan  kerangka T,  kebijakan,
sasaran dan tujuan IT sebagai standar
untuk digunakan di seluruh organisasi;
Mengganti aplikas SIMF yang ada dengan
membangun aplikasi baru;

Menetapkan anggaran biaya perawatan
I, mengidentifikasi, menghoordinasikan
dan mengawasi, nilai dan biaya investasi
IT Memilih salah satu aplikas aplikas
pengendalian yang umum digunakan di
pasaran;

Membuat perubahan manajemen kebi-
jakan dan prosedur dalam memasukkan
atau update data pada sistem  secara
feseluruhan;

Mengembangkan prosedur yang berkaitan
dengan layanan dan keamanan Tl serta
prosedur  operasi  dan  penanganan
masalah TI mencakup (1sta cars, check
list, perubahan rencana, penyerahan
dokumentad, prosedur eskalasi , dll)

Tahapan Pengembangan dan Tahapan online /
edicensing :

2011 - Tahap |

Perencanaan dan Pengawasan Pengembangan

SIME — 5IMS

Masterplan  (Draft  Permen

Pedoman Fengembangan Sistem  Informasi
Manajemen Sumber Daya Perangkat Pos dan
Informatika - SIMS) :

Desain Infrastruktur (konfigurasi Jaringan,
Aplikasi dan Ferangkat [Cata center dan
Data Recovery Center);

Desain Cleaming data;

Desain bisnis proses dan desain fungsi

sesuaikan dengan kebutuhan untuk tiap
umit kerja di limgkungan Ditjen SDPFPIL:
Verifikasi ke vendor pengembang sistem
manajemen bidang SDFFE

‘Request For proposal, scbag;.li dazar
penyusunan spesifikas teknis dan rencana
anggaran  hiaya pengembangan 5IM5
selanutoya (tahap 1, 10 dan W),

SIMS Master Plan ini akan dijadikan sebagi
kerangka acuan dalam Pengembangan SIMS
selan jutnya,

Fengembangan SIMS Tabhap | - Permbuatan
Maodul Administras dan Keuangan :

k]

el

d]

El

Fengadaan perangkal pendukung (server
dan peripheralnya);

Fermohonan interfoce
file excel yang dapat di vplood melalui
internet;

Pencetakan SPP dan ISR dapat di download
pemohon — sedang ahap uji implementasi
{untuk dapat diakses dari  internet)],
rencana akan dilakukan uji implementas
pada awal Marer 2012;

Fencetakan SPP yang dapat di downlogod
pemohon dikuti dengan data adminsitras
dan teknis eksisting untuk dapat dilakukan
validasi sendiri dan selanjutnya untuk
untuk dapat diupload via mternet:

Froses  verifikasi wia  system  (dengan
menggunakan  defoult  value  untuk
data teknis dan untuk data koosdinat
menggunakan peta yvang sama yaitu
menggunakan peta yang dishare di web
postel.go.id terhadap data yvang diupload
pemohon, apabila data masih terdapat
data yang salah atau tidak sesuai maka
system  akan  menolak  untuk  dapat
diperbaiki kembali:

Craft S0P pengelolaan Sistem IT SIMS (S0P
Pengelolaan IT 5185, dari penanganan
complain);

Desain proses bisnis = mind map = desain
fungs untuk proses yang disesuaikan
dengan reorganisasl [ restrukturisasi

bary  dengan



di finghungan Ditien SOPFI dengan
regidrement pengguna (Direklorat Ope-
rasi, Direktoral Penataan, Direktorat Stan-
darisasi dan Balai Besar Pengujian Perang:
kat Pos dan informatika dan UFT} yang
meliputl analica kebutuhan yang harus
dicakup untuk tiap — tiap unit kefja yang
sesuai dengan peraturan  perundangan
vang berlaku dan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsl masing — masing unit
kerja di lingkungan Ditjen SOPPD tersebut

2012 - Tahap Ii

Pengembangan SIMS Tahap 1 :

a) Pengembangan Modul Analisa  Teknis
yang disesuaikan dengan Perencanaan
dan Penetapan Spektrum sesuai dengan
perkembangan teknologi bidang spektrum
dan inlormatika saat ini;

b  Craft SOF - Alur proses pelayanan perijinan
bidang SCPPI berbasis web secara onfine
—e-Heensing:

¢] Pengadaan avocle license;

d} Pengadaan citrix license;

e} Capocity buiding 50M di Kantor Pusat
dan UFT untuk petugas Analisa Teknis
Penetapan Freluensi Radio;

fi FPengadaan Peta digital untuk dapat dishare
di web postel agar peta yang digunakan
oleh pemohon menggunakan peta yang
sama sehingga tidak terjadi perbedaan
titik keordinat dari stasiun radio;

gl Data Cleaning  untuk  jenis  layanan
penerbangan, maoritime, broedoast dan
data spesifikasi teknis untuk kebutuhan
penetapan frekuens perangha;
h) Online - eficensing pada tahap ini adalah :
Terintegrasi dengan SPFR VHF dan
UHF;
Terintegrasi dengan  Report  hasil
monitoring dan penertiban;
Ferifnan Penerbangan;
Ferifiman Maritim;
Perignan Broadeast:
Serfifikasi perangkat.

LAPORAM TAHUNAN 2012
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“ﬁhp (1 i‘lmmblnnn SIMS Tahap 111 :

1. Penyesuian pentngkatan  teknologi  bidang
analisa teknis penetapan frekuensi;

#,  FPemindahan, Instalasi dan Fengadaan
Perangkat Pendukung Data Center ke lokas
tersendini {terpisah dengan unit layanan dan
Kantor Pengendali]);

3. Datas cleaning untuk fixed dan mobile service;

4, Onling = e-Fcensing pada tahap ini adalah :

- Terintegras dengan SFFR - HF;
- Perifman fixed dan mobile service,

2014 = Tahap IV Pengembangan S5IMS Tahap IV :

1. Penyesuian  peningkatan  telmologi  bidang
analisa teknis penetapan frekuensi;

2. Pemindahan, lnstalasi dan Pengadaan Perang-
kat Pendubung Data Recovery Center ke Kantor
UFT Bandung:

3. Online - e-icensing pada tahap ini adalah full
e-licensing;

4. Pendampingan dan penyesuaian bertahap dan
warranty service sampai dengan tahun 2017,

Froses pelayanan dengan menggunakan Sistem
Informasi Manajemen Sumber Daya dan Peranghkat
Fos dan Informatika (SIMSDPFI) secara online atau
e-lieensing:

1. Sistemn pelayanan perijinan di Bidang Sumber
Caya Ferangkat Pos dan informatika yang
mieliputi perencanaan dan penataan spektrum
Irekuensd, perignan bidang spektrum frekuens
radio  dan  perijinan  perangkat pos  dan
informatika;

2. FPada awal terbentubnya sistem inl disebut
dengan SIMF (Sistem Informasi Manajemen
Spektrum Frekuensi) yang khusus melayani
pelayanan perijinan spektrum frekuensi radio.
Seiring  dengan  berkembangnya ofganisasi
dan  tuntutan perkembangan  sistem  dan
keperuan integrasi | keterpaduan  proses
pelayanan bidang SOPFl maka sstem SIMF
dikembangkan menjadi suatu sistem informasi
manajemen yang lebih luas inghup layanannya
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3, lenis layanan perijinan SIMS ini meliputi ; 20

Perignan Bandwidth/ Fita Spekirum;

b.  Serifikasi  Perangkat  dam  Pengufan
Feranghkat Pos dan informatika;

€. Perignan Stasiun Radio (Microwawe Kok, 3
Fixed, Mobile, Broadoast,

d.  Penerbangan, Maritim};

e Peripnan REQR dan SKOR; 2

i integrasi dengan Sistern  Monitoring
Freluensi Radio;

g Integras dengan Sistern Pelaporan online
hasil monitoring dan penertiban 5§

Manfast:

1} Terkait dengan perhitungan denda, target dan
piutang dapat didaksanakan secara system
terintegrasi, selama ini belum teratasi dengan &)
SIMF, karena SIMF dibangun tahun 2004,

Tabel 4.13,

dan  dikembangkan  secara hrrul'-'-i'nu yang
selanjuinya disebut dengan SIMS;

5 -inﬁ-ln pormasalahan  tersebut  mulai
dimplementasikan pada tahun 2009:
Ketertinggalan teknologi  tentang spektrum
yang sesuai dan mengikuti perkembangan
dengan rekomendasi MU dan penyessaian
perkembangan teknologi IT;

Tahapan perijnan yang sebelumnya dilakukan
secara off line dapat dilakukan secara on line
via intermet langiung oleh pemohon atau dapat
menggunakan fasilitas yang disediakan di UPT;
Tercipta suatusistem pelayan perijinan dibidang
sumber doya perangkat pos dan informatika
menuju pelayanan perifnan e-Licencing yang
cepat, akurat dan transparan;

Terintegras nmya semua Gstem layanan i
linghungan Ditjen SOPFI [Perignan Bondwidth,
Sertifikasi Perangkat dan Pegujian Peranghat,
Report Monitoring dan Penertiban online dan
Sistemn Monitoring Frebuens Radia)

Tercipta dan terjaminnya keamanan data dan
layanan dengan terbentuknya Data Center dan
Data recovery center infrastrukiur SIMS,

Perbandingan Keunggulan)/Kelebihan disntars AFMS, SIMF dan 5IM5

AFMS SIMIF SIMS
Pemasiikan data Pemasukan data Pemasukan data permohonan
permohonan bar permohonan baru dapat baru, penggudangan, cetak
dilakukan dengan dilabukan melalui Ms. Excel | SPP dan Cetak ISE dapat
formulir permohonan dan | file : dilakukan melalui internet
dilisi per stasiun {dengan file excel atau per
stasiun}

2. | Technical Analysis untuk Technical Anabysis untuk Technical Analysis untuk
penetapan frekuens penetapan frekuensi sudah | penetapan frekuensi berbasis
belum berbasis pets berbasis peta digital (GIS) peta digital (GI5), web dan
digital (GI5) menggunakan teknologi

wizard untuk memudahkan
dalam perencanaan frekuensi

3. | Pembayaran BHF melalui | Pembayaran BHP dapat Pembayaran BHP dapat
Bank, resi disampaikan ke | ditalukan melalul poyment | dilakukan melahsi Mult
kantor pusat dan gateway [ Host to Host banking payment
dilakukan manual {H2H] dengan Bank Mandiri
payment di aplikasi
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4. | Data pengguna ISR dapat | Data pengguna ISR dapat Pengguna frekuensi / UPT
i qguery untuk di query untuk dapat melakukan query
MoMonng monitoring data lewat imternet;

Pencetakan 5PP dapat Tersedianya report

dilakukan di UPT mienitering dan
penertiban secara onkine
dan terintegrasi dengan

N [ S [ __SIMSdanUPT,

5. | informasi status Informasi status Informasi status permohonan
permahonan beluim permohenan sudal dapat dapat deketahiui aleh
dapat diketahui oleh diketahui oleh pemohon pemohon melalul website
pemoehon melalui website

telgo.id

6. | Verifikasi data koordimat Verifikasi data koordinat verifikasi data koordinat dan
permohonan baru permohenan baru dapat perangkal permohonan baru
dilakukan stasiun per dilakukan oleh sistem secara | dapat dilakukan oleh sistem
stasiun batch file secara batch file

7. | Belum terintegrasi Sudah terintegrass dengan Terintegrasi dengan
dengan perangkat perangkat monitoring perangkat monilaring

L monitering |
8. | Belum e-licensing Terdistribusi ke UPT Secara bertahap e-icensing
{pencetakan SPPya) menuju ke full edicensing

9, | Koenfiguras Wifrastrukier Konfigurash Infrastrukiuge Konfiguras nfrastrukiur

secara sentralisasi sudah terdistribusi ke UPT terjamin keamanan,
penggunaan dan
pelayananmya karena
tersedianya Data Center,
Sistem Training, sistem
simulasi dan Data recovery
center dengan database yang
selalu uptodate dan lerjaga

4.4.5. Penyusunan Standard dan Persyaratan
Teknik Peranghkat Pos dan Informatika

Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan
pemberian sertifikat (Dokumen yang menyatakan
kesesuaian tipe alat dan perangkat telekomunikasi
terhadap persyaratan teknis dan atau  standar
VAN ﬂilluphnb. Standardisay sebagal  suatu
unsuf penunang pembangunan mempunyal peran
penting dalam wsaha optimasi pendayagunaan
sumber daya dan seluruh kegiatan pembangunan.
Peranghkat standardisasi termasuk juga peranghkat
pembinaan dan pengawasan sangat berperan
dalam peningkatan perdagangan dalam negeri dan

internasional, pengembangan industri nasional,

serta perlindungan terhadap pemakai [operator
maupun masyarakat).

Tujuan akhir kegistan standardisasi adalah
terwujudnya jaminan mutu, Dengan  demikian
standardisasi dapatdigunakan sebagaialatkebijakan
pemerintah untuk  menata  struktur  ekonomi
secara lebih baik dan memberikan perlindungan
kepada umum. Standardisasi juga digunakan oleh
Pemerintah untuk menunjang tercapainya tujran:
lujuan strategis antara lain peningkatan ekspor,
peningkatan daya saing produk  dalam neger
terhadap barang-barang impor, dan peningkatan
elisiensi nasional,
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Si:mm5hndlrdis-lsiﬂnioml'15‘5ﬁ~rrnrmﬁ n
dasar dan pedoman pelaksanaan setap kegiatan
standardisasi i Indonesia yang harus diacu oleh
semua instansi teknis sesuai dengan Peraturan
Femerintah  Nomor 15 Tahun 1521 tentang
Standardisas Masional Indonesia dan Kepulusan
Presiden Momor 12 Tahun 1951 tentang Penyusuinan,
Fenerapan dan Pengawasan Standardisas Nasional
Indonesia. Dalam rangka mevupdkan pelaksanaan
Sistem  Standardisasi Masional, jugs dilakukan
pengembangan danpenerapan Sistem Standardisasi
Masional, juga dilakukan pengembangan dan
penerapan  standardisasi  di  bidang pos dan
telekomunikas.

Standardisas memnupakan  suatu  hal yang
penting  untuk m:njlmin interkonekthitas dan
interoperabilitas dalam jaringan telekomunikas
dalam rangka terselenggaranya informasi dan
komunikasi yang efektif dan efisien serta memberi:
kan perdindungan terhadap masyarakat. Standar
adalahspesiikasi teknisatau sesuatuyang dibakukan
dan disusun berdasarkan konsensus semua pihak
terkait dengan memperhatikan berbagai syarat
(kesehatan, keselamatan dan perkembangan iptek)
berdasarkan pengamanan, perkembangan masa
kini dan masa depan.

Tujuan dari kegiatan standardisasi perangkat
pos dan informatika adalah :

# Pengamanan terhadap jaringan pos dan
informatika, yang merupakan aset nasional.

*  Menjamin interoperabilitas dan interkonek-
tivitas berbagal perangkat dalam jaringan pos
dan informatika.

= Memberi kesempatan  munculngs  industri
mamufakiur nasional.

#  Memberperindunganterhadapparapengguna
jasa [operator dan masyarakat) perangkat pos
dan informatika.

= Mengendalikan mutu peranghat.

= Memberikessmpatan produk nasional bersaing
di pasar global.

asarkan Ferdir Nomor 313 tahun 2010
tentang Kelompok Alat dan  Peranghkat  Tele-
komunikas dibagi menjadi 4 (empat] kelompok
yaitu
a, Kelompok jaringan (network] adalah kelompok

alat dan perangkat telekomunikasi yang
penempatannya i jaringan utama (core
netwark);

b. Kelompok akses adalah kelompok alat dan
perangkat telekomunikasi yang penempatan-
nya di antara jaringan utama (Eore network)
dan terminal serta antar jafingan wtama;

t.  Kelompok alat pelanggan adalah kelompok alat

S Yang penemp ya di upng
jaringan aksesfpengguna;

d, Kelompok alat dan perangkat pendukung
telekomunikas  adalah  kelompok alat dan
perangkat yvang digunakan sebagai pendukung
pada alat dan perangkat tefekomunikasi;

teleke

Cwektorat Standardisasi menyusun regulasd
teknis dan persyaratan  teknis yang mengaou
kepada standar tersebut sebagai acuan untuk
evaluas penyelengparaan informasi dan  komu-
nikasi  termasuk  sertifikas  dan  pengufan
perangkat telekomunikasi yang akan digunakan
atau diperdaganghkan di wilayah MNegara Kesatuan
HRepublik indonesia. Proses pemyusunan regulas
teknis dan persyaratan teknis melibatkan berbagai
stakeholder seperti, regulator, akademisi, praktisi,
operator, vendor, dan perwakilan konswmen melalui
rapal, konsinyering maupun konsultas publile

Mengapa  diperlukan  standarfpersyaratan
teknis uniuk perangkat telekomunikasi:

0. Regelator view
Melindungi  jaringan
nasional
Menjamin keterhubungan dalam linghou-
ngan multioperator
Mencegah interferens pada penggunaan
frekuensi radio
Melindungi masyarakat
Mendorong industri  perangkat teleko-
munikasi dalam negeri

telekomunikas



b, User view
Kemudahan penggunaan
Keamanan pemakaian
Memberikan kepastian mutu barang yang
dibveli
Memberikan pilihan yang becagam

€. Chperator view
Melindungi pringan telekomunikas
Menjamin interkonektifitas dan  intero-
perabilitas dengan jaringan lain

. Meningkatkan  efisiensi  jasa  teleko-
miunikasi
Menghindari ketergantungan pada saw
pabrikan
Memberikan pilihan yang beragam atas
sualu perangkat

d.  Manufacture view
Memperbesar pasar
Memberikan jaminan mutu atas produk-
nya.

Kegiatan standardisasi di bidang peranghkat
pos dan informatika sepenuhnya ditangani oleh
instans teknis, dalam hal ini adalabh DIREKTORAT
JENDERAL SUMEER DAYA DAN PERANGEAT POS
DM INFORMATIEA yang dalam hal ini dilaksanakan
oleh Cirektorat Standardisasi Perangkat Fos dan
Informatika berdasarkan  Peraturan  Pemerintab
Nomar 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi pada Fasal 71 bahwa Setiap
alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat,
dirakit, dimasukkan, untuk diperdagangkan
dan atau digenakan di wilayah MNegara Republik
Indonesia wajib memenuhi persyaratan,  Dan
dalam  pelaksanaannya, kegiatan standardisasi
ini  dilaksanakan oleh Direktorat Standardisas
Perangkat Pos dan informatika,

Fada tahun 2011 ada B{delapan) regulasi teknis
yang telah dihasilkan yaitu:

1. Momor 55/DIRIENS2011 (Tata Cara Penilaian
005 Jasa Teleponi Dasar)
HNomor 128/ CIRIENN 2011 (M35AG)

3. Nomor 14/PERMEDMINFO/ 04,3011 (Standar
305 Jasa [TKP)

LAPORAM TAHUNAN 2012
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or 201/CIRIEN/2011 (Encoder FTV)
Nomor 200/ DIRIENS 2011 {IRD)

Nomor 202 DIRIEN/ 2011 (STE IFTV)

Nomor 195/ DIRIER/ 2011 (Video Confberence)

Nomor 537/ KER M. KOMINFO/10/2011 (Mutual
Recagnitien Arrangement}

e I

Selain it dihasilkan pula standar teknis vaitu ;

1. 5SNI CESPR 14-2:2011 (Kompatibilitas elektro-
magnetik — Persyaratan untuk perlengkapan
rumah  tangga, peralatan  kelistrikan  dan
apparatus yang sejenis - Bagian

2. Kekebalan - Standar produk rumah tangga dan
sejenismya

Sedangkan regulasi yang dalam proses legal
drafting yaitu:

1. Persyaratan Teknis Transmisi Radio (tahap per-
baikan dari Biro Hubum untuk ditandatangani
Menkominio) (LU 12/2011).

2. Persyaratan Teknis EFM SHOSL (Biro Hulum)
(LU 12/2011).

3, Q05 Jastel Jasa Teleponi Dasar Pada Jartap SLU
[Eare Hubum).

4, Q0% Jastel Jasa Teleponi Dasar Pada Jartap
Lokal | Biro Hubum).

5 Q05 Jastel Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan
Bergerak Seluler [Biro Hukum).

6. Q0% hastel lasa Teleponi Dasar Pada Jartap
Mobilitas Terbatas | Biro Hukum].

F. Q05 Rastel Jasa Teleponi Dasar Pada Jartap
Sambungan Internasional | Biro Hukum].

B Post Market Surveillance |Biro Hubum).

4, IF Multiplexer (Bagian Hukum] (UL 12/2011).

10, Persyaratan Teknis STBE TV Digital {Menunggu
regulas darl DITIEN PRI}

Subsistem -subsistemn  atau  kegiatan-kegiatan
yang saling terkait satu sama lain dalam Sistem
Standardisasi Mastonal terdird dari perumusan
standardisasi, penerapan standardisasi, pembinaan
dan pengawasan standardisasi, kerjasama dan
informasi standardisas, metrologi dan akreditas,
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Perumusan Standardisasi Ferangkat Fos dan
Informatika meliputi:

a]  Persyaratan Teknis, merupakan persyaratan-
persyaratan teknis perangkat yang mengacu
p;:ll standardisas Internaaonal [MIE T, [[1af)
150, ETSI, dil).

b} FRancangan Standardisasi Masional indonesia
(5NN, merupakan rancangan yang disusun
bersama instans terkait yang berkepentingan
sampai tercapainya kosensus,

€} Daya Laku Bersifat Sektoral,

dy  Instansi Teknis Yang Memprakarsai  RSNI
Membantu BEN Dalam Ferumusan Rancangan
Dirmaksud.

&)  Daya Laku Bersifat Nasional.

Penerapan Standardisas merupakan kegiatan
serfifikasi perangkat telekomunikasi yang dilak-
sanakan untuk mengetahui kesesuaian perangkat
telckomunikasi dengan persyaratan teknis yang
beraku. Pada tahun 2001, target 10 Perdirjen)
Permen mengenal  standar  dan  persyaratan
teknis bidang pos dan informatika tidak tercapai
dikarenakan ada beberapa persyaratan teknis yang
dikenai aturan baru yaitu harus menjadi Peraturan
Menteri berdasarkan UL 1272011 vang sebelumnya
ditargetkan hanya menjadi Peraturan Dirjen,

4.4.6. Pengembangan Laboratorium Pengujlan
Perangkat

Balai Besar Pengujian Peranghkat Telekomunikasi
merupakan lembaga laboratorium pengujian milik
pemerintah yang berfungs melakukan pengupan
perangkat  telekomunikasi yang akan  beredar
di indenesia, schelum tahap proses sertifikasi
peranghat terlebih dahuly diug, dan adapun atat
alat pengupan yvang telah dimilikd BEPPT antara lain
adalah :

a.  Mobile Testing, Alat yang berfungsi untuk
mengukur dan  mengiimkan  singal GEM,
COMA, WCDMA;

b, Signal Genergtor Calibrator adalah alat yang
berfungs untuk mengkalibrasi level spectrum
analyzer:

€ ew uniuk mengoptimalkan proses
pengujian;

d. Power Meter alat yang digunakan pada
laboratorium  kalibras untuk mengkalibras
level Spectrum Analyzer;

e, Bluetooth Tester Alat yang berfungsi untuk
menguji Bluetooth, jaringan nirkabel pada
perangkat  telekomunikasi  sehingga  dapat
mempersnghat waktu pengugan;

Jumlah perangkat yang diuf pada pengufan
Balai Besar Pengujian Perangkat Felekomunikasi
sepanjang tahun 2011 mencapai 2800 peranghkat
Telekomunikas dan menghaslkan Pendapatan
Hegara Bukan Pajak sebesar Rp. 21,7 Milyar.

Fada Tahun Anggaran 2011 Balai Besar
Pengujian  FPerangkat  Telekomunikasi  telah
menambah  beberapa jenis perangkat pengupan
sehingga menambah iterm point didalam ruang
lingkup pengujan yang dapat berdampak terhadap
pelayanan di BEPPT yaitu diantaranya :

*  Band Passdan Band Stop Filter digunakan untul
membantu  pengufan  BETS/Repeater  G5M,
Band Pass Filter E-crlungn' winluk melewalkan
Sinyal nput yang berada diantara 2 frekuens
tertentu saja, sedangkan Bond Stop Filber
berfungsi untuk menghilangkan frekuensi yang
ada di & 7 buah frak 3 BErteni,

= WILAN Acces point 58 GHz , berfungsi untuk
membantu pengukuran WLAN 5% GHz

*  [WE Modulator adalah alat yang digunakan
sebagai Modulator untuk pengujian Set Top
Box TV Cagital {DVE-5,IVE-C,IVE-T).

Manfaat dari  layanan  Pengujian  dengan
dukungamn alat-alat yang diprn!mmhn tahun 2011
adalah memberkan pelayanan yang optimal bagi
masyarakat/pemohen dalam pengufian perangkat
telekomunikasi | dengan ditambahkannya beborapa
alat tersebut sehingga berdampak positif bag
layanan pengugan dan akan berpengaruh kepada
meningkatnya jumlah Penerimaan Negama Bukan
Fajak (FNEP) pada Direktorat Jenderal Sumber Daya
Perangkat Pos dan Informatika.



Selain menambah perangkat pengupan, dila-
kukan ugs kegiatan kap ulang terhadap lembaga
laboratorium pengugan BEFPT. Maksud dan tujuan
dari kegiatan Kaji Wlang ISCfIEC 17025 ini adalah
untuk melakukan evaluasi kinerja  BEPFT sebagai
lembaga pengujisan  perangkat  telekomundkas
sesiai dengan BOSIEC 17025 serta melalukan audit
internal yang meliputi system manajemen mulu
dan aspek teknis terkait pengufan dan kalibras
sehingga dapat diperoleh akreditasi dari Eomite
Akreditasi Nasional (KAN). SMIISOMEC 170252008
(EO/IEC 17025:2005) adalah standar mutu yang
mengatur Persyaratan Umum Untuk Komp i
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dokumen sistem mutu telah dilakukan
update sesuai dengan oisesment dari KAN. Dan
pada tanggal 18 Agustus 2011 telah diterbitkan
sertifikat akreditasi kepada Balai Besar Pengujian
Perangkat Telekomunikas dari KAN - ilac MRA
yang telah o jukkan kompetensnya sebagai
Labogatarium Penguji yang dinilai telah menerapkan
secara konsisten SHIISO/IEC 170252008 (1S0/1EC
17025:2005] waitu yang mengatur Persyaratan
Umum Untuk Eompetensi Laboratorium Pengujian
dan Laboratorium Kalibrasi Sertifikasi ini berlaku
hingga 17 Agustus 2015, Produk = produk yang di

Laboratorium  Pengujian  dan  Laboratorium
Kalibrasi, Manfaat dari Kegiatan Kaji Ulang (rea-
akreditasi) i adalah dengan telah  dilakukan
evaluasi terhadap kinerja BEPFT diharapkan dapat
tetap mempertahankan Mutu layanan pengujian
dan hasl pengufian, schingga memberi kepuasan
kepada para pengguna jasa laboratorium,

Hal - hal merupakan abyek evaluas oleh KAN
dalam menilai kesesualan mutu adalah :
Eecocokan kebijakan dan prosedur,
Kapan laporan stal manajerial dan personel
penyelia,
Kagan hasil audit internal verakhir.
Kafan atas tindakan perbaikan terhadap
ketidakpastian pengufan.
+  Kagan atas hasl uji banding antar laboratosium
dan up profisiensd,
Kajfan perubahan volume dan jenis pekerjaan,
Kajan rekomendas tentang peningkatan,
Eajian atas pelatihan teknis stal

Kaj ulang terhadap:
a.  Panduan Mutu
b.  Prosedur Kerja

c.  Instruksi kerja

d. Format Rekaman

Pada tahun 2011 telah diselesaikan kaji ulang
terhadap Dokumen mutu 1SC/IEC 17025 yang
meliputi Panduan Mutu, Prosedur Kerja, instruks
Kerja dan format Rekaman, dari Kag Wlang

ik ndaskan olel KAN untuk d||1-j karena dinilai
menipakan kompetensi dan BPPT adalah:

1. Pemancar Radio Siaran,

2. Radio komunikasi S5E-HFVHFUNE

2 Terminal GFRS,

4, Pesawal Telepon Seluler G5M.

5 Pesawal Telepon Seluler COMAL

& Pesawat Telepon Seluler WCDMA,

7. Eueteoth.

B WILAN.

9. FPerangkat Radio Daya Rendah,

10, Radio Trumking.

11, Pesawat Faksimili.

12, Pesawal telepon analog.

13, Electronic Data Capture (EDC).

14, Key Telephone System (KT3S).

15, PAEX Analog.

16. Electromagnetic  Compatibility  (EMC) /

Ferangkat elekironik  maupun  listriik yang
membangkitkan emis [ radiasi

Agar sistem manajemen mulu tetap sesuai
dengan 150/IEC 17025, sehingga akreditas 150/1EC
17025 tetap diperoleh sesuai dengan aturan yang
berlaku dan mendapat penilaian yang baik dari
KANSESN, evaluad dan auditinternal akan dilakukan
tiap tahun,

Ealai Besar Pengujan Perangkat Telekomunibas
sebagai laboratorium pengujian yang bersertifikat
B0 17025:2008, dituntut untuk memberikan pela-
vanan terbaik dan sewai dengan perkembangan
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jaman, Ketidakpastian dalam pengukuran, ada
parameter penting untuk menilai keakuratan hasil
pengujian laboratorium atau hasil kalibrasi.

Maksud dari pembuatan  dokumen  adalah
nilai  ketidakpastian [budget
uncertainty meosurement) dari tiap pengukuran,
Calibrator meosurement capability untuk kalibrasi
berdasarkan spesikasi alat wkur dan metodolog
digunakan. Dan tujuan dari perhitungan ini adalah
univk mendapatkan nillai acuan yang digunakan
pada budget uncerfainty mesurement  untuk
pengujian dan nilai acuan untuk dapat melakukan
kalibrasi terbaik yang dimilii oleh laboratorium
kalibrasi sehingga dapat diketahui kemampuan
terbaik pengubkuran yang dapat dilakulan oleh
laboratormuem  Ralai  Besar Pengupan  Perangkat
Telekomunikas,

untuk mendapat

Beribut dibawah ini adalah pengukuran per-
hitungan kKetidakpastian yang dilaksanakan oleh
Balai Besar Pengugan Perangkat Telekomunikas
sesuai intruksi Kerja dalam 150 17025:2008 yang
telah dilakukan pada tabun 2011 :

1. Budget ketidakpastian pengukuran  untuk
pengukuran WILAN dengan alat ukur yang
digunakan Spectrum Anabyrer R33718 Sa
BE060066 ED, metode yang digunakan adalah
metode pengujian 1K No, 2.8,

7. Budget ketidakpastion pengukuran  untuk

pengukuran Bluetooth dengan alat ukur yang

digunakan Spectrum Analyzer R33T1A SN 1

BS0G0065, metode yang digunakan adalah

metode pengujian I No. 2.7,

Budget  ketidakastian  pengukuran  untuk

pengukuran WLAN dengan alat ukur yang

digunakan Spectrum Analyzer  Anritsu M5
2724B SN 102265 metode yang digunakan

adalah metode pengujian K No. 2.8

4. Budget ketidakpastian pengukuran  untuk
pengukuran Bluetooth dengan alat ukur yang
digunakanm Spectrum  Analyzer  Anritsu MS
27248 5N 102265, metode yang digunakan
adalah metode pengujian 1K No, 2.7,

5 Budget ketidakpastian pengukuran untuk pe-
ngukuran WLAN dengan alat ukur yang digu-
nakan Spectrim Analyzer, Advantest R3681 5N
E 171825

L

get h;ﬁdiipimln pengukuran untuk pe-
ngukuran Bluetooth dengan alat ukur yang di-
gunakan Spectrum Analyzer, Advantest R3581
SN E171829.

7. Budget ketidakpastian pengukuran  untuk
pengukuran Femancar Radie dengan alat ukur
yang digunakan Spectrum Analyzer HPS31224A
melode yang digunakan adalah metode
pengujian I No. 2.1,

8. MalaiCalibrator Measurement Capabilitg (CMO)/
Kemampuan kalibrasi terbaik yang dimiliki
laboratorium kalibrasi untuk parameter:

Farameter DC Voltage

Farameter AC Valtage

Farameter DC Current

Farameter AC Current

Farameter DC Resistor

AR i A P

[Balai Besar Fengujian Peranghat Felekomunikasi
akan terus melengkapi ketidakpastian pengukuran
untuk laboraterium pengugan dan laboratornem
kalibrasi berdasarkan spesifikasi alat yvang diguna-
kan, parameter yang diukur, metodologi yang
digunakan agar :

a, Dapat mengetahul kemampuan  terbaik
pengukuran yang dapat dilakukan oleh

laboratorium Balai Besar Pengupan Perangkat
Telekomunikasi

b, Dapat diperoleh nilai acvan budget ketidak-

pastian untuk parameter  yang  diukur
berdasarkan parameter alat yang digunakan
dan metodologi yang digunakan.

4.4.7. Koordinasi Satelit

Calam bidang kerjasama internasional Ditjen
SOPPI dalam penyelenggaraan atau keikutsertaan
dalam kegioatan internasional telah berkontribus
dalarm pertemuan (bilateral, workshop, conference)
yvang terkait dengan pengelolaan orbit satelit, Se-
lama semester 2 telah diselenggarakan atau ditkuti
beberapa kegiatan dalam bentuk koordinasi satelit
dan workshop. Untuk kegiatan koordinasi satelit,
pada semester 2 tahun 2011 ini telah dilakukan
dua kali pertemuan dengan dua negara, KEoordinasi
pertama adalah dengan koordinasi satelit dengan



Malaysia yang diselenggarakan dﬂ% a Trengganu,
Malaysa pada bulan huli Kegiatan kedua adalah
koordinasi satelit dengan Korea Selatan di Jeju,
Korea Selatan pada bulan November

Untuk kegiatan Workshop, 2011 telah dilakukan
1 [satu) kali kegiatan workshop yvaitu Workshop

Pengelolean Orbit Sotelit: Keordinasi don Regulasi

Persotelitan Indonesia yang diadakan pada tanggal 1
-3 Desember 2011 di Kuta, Bali. Workshop ini diilkuti
oleh perwakilan dari Direktorat Penataan Sumber
Daya, Fusat Kerjasama Internasional, UFT EBalai
Menitoring. Sementera untuk kegiatan Konferens,
selama semester 7 ini idak ada kegiatan Konferenss
yang terkait dengan pengelolaan satelit

4.5, Copaian Target Penerimaan Negara Bukan

Pajak [PNBP)

PHEP Bidang Sumber Daya dan Peranghkat
Pos dan Informatika adalah penerimaan negara
bukan pajak yang dihasikan oleh unitunit kerja
di lingkup Ditjen SOPPI yang mencakup PNER dari
penerbitan  sertifikat perangkat telekomunikass
{termasuk pendapatan negara bukan pajak pada
biaya pengupan perangkat telekomunikasi], PNEP
dari Frekuend yang meliputi PNEP dari PREOR dan
SKOR dan FNEF dari BHP Frekuensi, PNBP dari lzin
Amatir Radio dan IKEAF dan FNEF sumber lain-lain,
PHEP dani I:i:lang surmbier lillpl dan perangkat pos
dan informatika ini menjadi bagian dari penerimaan
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negara yang masuk dalam pos penerimaan dalam
neger pada pos PNEP lainnya. Dengan demikian,
PHEP dari bidang sumber daya dan perangkat
pos dan informatika ini turet memperkual juga
penerimaan negara  dalam  negen khususva
penerimaan diluar pajak

Sampai dengan akhir tahun 2011, PNEP
dari berbagai sumber di unit kerja di Cirektorat
lenderal SDPPI mencapai Rp. 8,85 Triliun. Realisasi
penerimaan yang dicapai ini berarti melampui
target  yang  ditetapkan  dengan  pencapaian
sebesar 104,1% atau 4,1% lebib tinggi dari target
vang ditetapkan. Sumber utama PNEP Drektorat
lenderal SDPPI adalah PNBF yang berasal dari BHP
Freluensi yang pada @ahun 2011 mencapai Rp.
.79 Triliun atau '9'9,295 dari total PNEP Direktosat
lenderal SDPPL Sumber FNEFP terbesar berikutnys
adalah dari Direktorat Standardisasi veng berasal
dari penerbitan sertifilkat  standard  peranghkat
vang mencapai Bp. 65,2 milisr. Namun nidai PNEP
dari standardisasi inl masih sangat jauh lebih keeil
daripada PNEF dari BHF Frekuensi, Sementara
PHEP dan sumber lainnya seperti dari PRECR dan
SKOR, PNER dari izin AR dan SKAR serta PNEF dani
lain-lain pada tahun 2011 ind nilainya masih sangat
kecil. Hampir seluruh PNBP dari unit-unit kerja
di Circktorat fenderal SDPPI ini telab melampaui
targel penerimaan yang ditetapkan pada tahun
2011, Hanya PNEF dari PRECR dan SKOR yang maséh
jauh dibawah target yang ditetapkan,

Tabel 4,14,
Target dan Realisasi Penerimaan PNBP Ditjen SDPPI Tahun 2011 [Rp. Ribu)

o] o v

1 | standardisasi 50.000.500,0 65.276.436,0

2 | BHP Frekuensi 8.461.222,688,0 | #£.790.907.340,2 ms.ax

3 | PREOR dan SKOR 258.125,0 71.360,0 27,6%

4 | |AR dan SKAR 560.000,0 1.082.897.5 193,4%

5 | Lain-Lain 103.373,0 2.889.665,0 2795,4%
Total 8.512.144.686,0 | 8.860.227.698,7 104,1%
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Secara total penerimaan B cktorat
Jenderal SDPFLini mengalami penurunan dibanding
tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena
menurunnya  realisasi  penerimaan  dari | BHF
Frekuens dengan nominal yang cukup besar karena
peneriman dari PNEF inl merupakan kontributor
utama penerimaan PNEF Direktorat lenderal SOPPL
Penurunan PNEF dari BHP Frekuens menyebabkan
penurunan total PNEF sebesar 17,7%. Pada tahun-
tahun sebelumnya penerimaan PNEP dan sumber-

sumber yang, | mmildi Direktorat Jenderal
SDPPI menunjukkan peningkatan. Untuk PNEP dari
EHP Frekuens, 1AR dan IERAP dan PHNEP lain-lain
peningktanmya cukup signifikan, Namun memasuki
tahun 2011 PHEF dari BHF Frekuens dan PHER dari
PRECK dan SKORmengalami penuranan, Penurunan
PHEF dari BHF Freluensi inilah yang menyebabkan
secara total PNEP yang diterima Cirektorat lenderal
SOPPI pada tahun 2011 mengalami penurunan
meskipun tetap melampui target vang ditetapkan.

Tabel 4.15.
Perkembangan Penerimaan PNEP Ditjen SDPPI menurut sumber [Rp. Ribu)

PREOR dan AR dan
SHOR IKRAP

| 10.316.936 | 2.675.569.428 30.040
1 znm- 1? 609.534 | 3.368.167.815 48.250 21.577 88.435
3 2008 29.862.510 | 6.016.990.914 | 143.467 6227 | 116979
4 2009 47.233.912 | £109.402.316 | 182875 55909 | 115570
5 2010 53.883.832 | 10.693.583 819 75600 | 913982 | 271147
6 2011 65.276.436 | 2.790.907.340 71360 | 1.082.896 | 2.889.665







